BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR B6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUFATI NGAWI 36 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat
perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah
dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022 perlu ditinjau kembali untuk
diadakan perubahan; :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614},

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dehgan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402); '

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto — Surabaya - Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalaimn Negeri Nomor 70 Tahun 2619
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia-Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 122 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 122);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN KERJA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 36)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a.BABI : PENDAHULUAN

b.BABII : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN A

c. BABIIl : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

d.BABIV : PENUTUP

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beserta Matriks Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4.A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.A

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah. -



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi ‘
pada tanggal 29 <JUU A02L2

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal“}() Jub 2022

A WNAHKq a3

RAH KAE?M(EN NGAWI,

SEKRETARIS DA
MOKH: SOBIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NGAWI NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN
KEUANGAN KAB. NGAWI TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perangkat Dacrah adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Renja merupakan ssbuah dokumen rencana
resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan .program dan
kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan
pembangunan daerah pada umumnya. Renja memiliki fungsi yang
sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja
merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah
terendah dan terkecil. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan
pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah
menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan
Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan
mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran
pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan
dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja
tahun lalu berdasarkan Renstra yang didasarkan pada penalaahan
rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi
perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan

usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja, adalah sebagai

berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awzl
Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan waiib/pilihan pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan



mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi
Perangkat Daerabh;

c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan‘ penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan
target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total

kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana
Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah
terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang
yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan
dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi tahunan yakni 1
tahun, dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas
dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan
berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan antar suatu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan
dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan
Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berdimensi panjang
20 tahunan;

2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdimensi
menengah 5 tahunan;

3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

4. Rencana Kerja Pemerintah berdimensi peridek 1 tahunan; dan

S. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka
dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan
perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang
Nomor 2& Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. ,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan 2 dokumen
perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263
ayat 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup
tuyjuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta
keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi
disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas
pembangunan dan program pembangunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perangkat
Daerah tahun 2022 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat
Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap
Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat
Daerah tahun 2022 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS
APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
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Gambar 1. Renja Perangkat Daerah



Proses penyusunan Rencana Kerjé Perangkat Daerah tertuang pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan tahapan persiapan
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan
Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah , pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perumusan Rancangan
Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah. Artinya, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
harus selaras dan konsisten dengdn prioritas, sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam perencanaan ditingkat atasnya.

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten  Ngawi ‘Tahun 2022 didasarkan pada  Peraturan
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangén keadaan,
meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyecbabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), maka faktor-faktor penyebab dilakukannya
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat akselerasi penyerapan anggaran pada setiap program
dan kegiatan di tahun 2022;

2. Memfokuskan kinerja terhadap aspek-aspek tujuan dan sasaran
dalam dokumen RKPD tahun 2022;

3. Mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari adanya
pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021.

Berkaitan hal tersebut acuan Penyusunan Perubahan Renja Tahun
2022 merupakan tindak lanjut dari penyusunan perubahan Rencana Kerja



Perangkt Daerah Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan dan sub
kegiatan Perangkat Daerah yang telah mengalami perubahan dikarenakan
penyesuaian skala prioritas Daerah dan skala prioritas Perangkat Daerah
serta dinamika kebijakan keuangan Tahun 2022 baik dari Pusat maupun
Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Tahun 2022
tersebut berpedoman pada : .
1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
dan '
2. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 sampai dengan
Triwulan II. ) .
merupakan tindak lanjut adalah : |
Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 mulai dilakukan setelah Surat Edaran Bupati Ngawi
tanggal 22 Juli 2022 Nomor: 050/1767.1/404.401/2022 perihal Pedoman
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Alur
dan hubungan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di atas

dapat dijelaskan pada gambar berikut :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Gambar 2. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Dengan demikian bila ada perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah atau - dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Ngawi, maka dokumen perencanaan yang disusun oleh
Perangkat Daerah hams dilakukan penyesuaian atau perubahan termasuk
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana
disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018

Pasal 360 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan



Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022, yang kemudian digunakan
sebagai bahan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun
2022. :

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan - Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016-tentang Perangkat
Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan
Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Négeri 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodeﬁkasi,' dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021
Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten . Ngawi
Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tenfang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan,;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan
Kabupéten Ngawi Tahun 2022 adalah sebagai :
1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
kinerja pada proses Perubahan APBD Tahun 2022.
2. Sebagai landasan dalam fokus pembangunan pada Perubahan APBD
Tahun 2022



Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan

Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan
anggaran APBD yang ditetapkan sebelumnya.

2.Sebagai pedoman Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-APBD). '

3. Melakukan pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran dari asumsi RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini mengacu pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana gambar
dibawah ini : '

'BABI : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

"BABIIl : RENCANA EKERJA DAN PENDARAAN PERANGEAT
DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Gambar 2. Sistematika Penulisan Renja



BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan
pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan sampai dengan triwulan II
Tahun 2022 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan diuraikan
sebagai berikut :

a. Realisasi program / kegiatan /sub kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja yang direncanakan;
Pada Tahun 2022 Badan Keuangan melaksanakan 4 Program,
14 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan

- realisasi keuangan tidak memenuhi target yang direncanakan vaitu
sejumlah 4 program, 13 kegiatan, 54 sub kegiatan '

- realisasi fisik tidak memenuhi target yang direncanakan yaitu
sejumlah 1 program, 7 kegiatan, 20 sub kegiatan

b. Realisasi program / kegiatan /sub kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja yang direncanakan; .
Pada Tahun 2022 Badan Keuangan melaksanakan 4 Program,
14 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan '

- realisasi keuangan telah memenuhi target yang direncanakan yaitu
sejumlah O program, 1 kegiatan, 4 sub kegiatan

- realisasi fisik telah memenuhi target yang direncanakan yaitu
sejumlah 4 program, 7 kegiatan, 38 sub kegiatan

c. Realisasi program / kegiatan /sub kegiatan yang melebihi target kinerja
yang direncanakan;

- realisasi keuangan melebihi target yang direncanakan yaitu
sejumlah O program, 0 kegiatan, 1 sub kegiatan

- realisasi fisik melebihi target yang direncanakan yaitu sejumlah
3 program, 7 kegiatan, 32 sub kegiatan

d. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja
program/ kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

- Penetapan target dan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai.
Beberapa kegiatan dilaksanakan lebih awal atau sesuai kebutuhan
sedangkan anggaran direal{sasikan sesuai rencana penyerapan
anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya Penyesuaian

pendapatan menyebabkan perubahan target pengelolaan dana bagi
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hasil, adanya kebijakan penambahan tunjangan gaji 13 dan
14 serta CPNS baru menyebabkan perubahan target penyediaan
gaji'dan tunjangan ASN
e. Penyesuaian Bantuan menyebabkan perubahan target pengelolaan dana
bagi hasil kabupaten/kota Implikasi yang timbul terhadap target capaian
- Target capaian baik kerja ataupun kinerja akan mengalami
perubahan menyesuaikan kondisi.
f. Kebijakan/tindakan perencanaan/penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor penyebab
- Mencermati hasil evaluasi agar dapat diidentifikasi kendala dan
permasalahan selama  pelaksanaan  program/kegiatan/sub
kegiatan;

- Dilakukan penyesuaian rencana penyerapan anggaran

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2022
sampai dengan triwulan II diinput dalam aplikasi SMEP serta
memperhatikan ketentuan Lampiran Peraturan 22 Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel T-E.l tentang Skala Nilai Peringkat
Kinerja dengan kategori predikat kinerja : '

- Sangat Tinggi : interval nilai 91% < 100%;

- Tinggi : interval nilai 76%=< 90%;

- Sedang ; interval nilai 66%=<75%;

- Rendah : interval nilai 51% <65%; dan

- Sangat rendah : interval nilai £50%.
Sehingga hasil evaluasi pelaksanaan Badan Keuangan sampai dengan
triwulan II Tahun 2022 tersebut diperoleh nilai rata-rata capaian kerja
sebesar 38,24 dan capaian kinerja sebesar 48,73 % Hasil ini diperoleh
dengan perhitungan capaian per program yang rata-rata semua sangat

rendah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan
sampai dengan triwulan II Tahun 2022 ada pada Tabel 2.1 berikut.
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Admunistrasi

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten
BADAN KEUANGAN
Triwulan Il Periode Pelaksanaan Tahun 2022
Indikat Tingkat g;ngal:::‘
or . Target Kinerja wigE Realisasi Kinerja iPa 8
4 g Realisasi Capaian Kinerja
Urusan/Bida | Kinerja Capaian Kineri dan Anggaran lisasi Kineri dan Anggaran d Unit
ng/Urusan Progra Apaian Mnera Renja OPD Realisasi Kinerja Pada Triwulan Re'ea Bast inerja Renstra PD s/d an i
N Perrarintaha By Target Renstra OPD Renstra OPD Kabugaten Capaian Kinerja Dan Tahun 2022 Realisasi Perangkat
Kode isasi h Ket
0 nDaerahdan | (Outco Kabupmten pada Tabury I(abu‘paten Tahun berjalan danIAnggaran Reallsas (Akhir Tahun Anggaran Daera ¢
v 2021 sampai dengan Renja PD Yang Anggaran Renstra Peranggun
Program/Keg | me}/Ke Renia Tahun yang Di kvaluasi Renja PD Friskanaan Perangkat Jawab
iatan giatan ) dievaluasi(2022 I tvaluas J Renja PD Tahun 8 g
(Outpu (2021) ) Tahun 2022) Daerah
t]F' 1 m v 2022(%) s/d Tahun
2022 (%)
12:8+9+10+1 | 13=12/7 -
5 6 7 9 i0 11 - 1 xl_OO% 14 = 6+12 14/5x10
E 2 3 4 0 16 17
R
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K B K K Rp K Rp K Rp K Rp
[¢] NON URUSAN
olo NON URUSAN il
1 e

0]0] 1] 05 | Kepegawaian
Perangkat
Daerah
0 Pengadaan Jumiah 240,0 | Met 71.058. 0 o | 240,0 71.058. 0 0 ojofo]oO 0 a1l 00 [} 0 0 0 0 SADAN
0jo)1] 2 Pakaian Dinas Pakaian ] er 750 0 750 0 KEUANGAN
Beserta Atribut | Dinas
Kelengkapanny | yang =
a dibefifdi
Jumlah | 30,00 | Poto | 71058 | © 80,00 - o 0 0 0 0,0 0 0 BADAN
Pakaian ng 750 0 KEUANGAN
Batik
yang di
beli /
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disediak
an

Jumiah 0 Stel 71.058. 0 0 0 0 0 0,0 0 ] BADAN
pakaian 750 0 KEUANGAN
Olah
Raga
yang
didetifdi
adakan
Jumiah 0 Pasa 71.058. 0 0 0 0 0 00 0 [4] BADAN
Sepatu ng 750 1] KEUANGAN
Olahrag
ayang
dideli
Jdiadak
an
9 Pendidikan Jumiah 150,0 | Oran 137.650 | 70,00 46.015. | 150,0 | 137.650 | 26,00 0 | 44,0 | 46.01S. 70,00 46.015. | 46, 33 140,0 92.030. | 93, 66, | BADAN
dan Pelatihan ASN 0 '3 .S00 000 0 .500 0 000 000 67 0 000 33 86 KEUANGAN
Pegawai yang
Berdasarkan mengrku
Tugas dan 1i Diklat
Fungsi /
Sosialisa
sif
Bimtek
Jumizh 200 | Kali 132.650 | 1,00 2,00 1,00 0 1,00 50, 2,00 100 BADAN
Oiklat .500 00 KEUANGAN
dan
Pelatiha
nyang
Jiadaka
n
2. | Administrasi B
06 | Umum
Perangkat
¢ | Penyediaan Persent 100 | % 5.032.3 | 65,00 24779 100 5.032.3 | 3000 | 12300 | 350 | 1.2479 65,00 24779 | 65, 49 130,0 49559 | 130 | 98, | GAULAN
1 | Komponen ane 50 S0 50 00 0 50 S0 | 00 0 00 48 | KEUANGAN
Instalasi Pemeny
tistrik/Peneran | han
gan Bangunan | Kebutuh
Kantor an
Kompon
en
Instalasi
Ustrik /
Peneran
gan
0 | Penyediaan Persent 100 | % 132,012 | 50,00 63.795. 100 132.012 | 20,00 0| 20,0 | 63.795. 50,00 63.795. | SO0, 43 100 127.590 | 100 | 95, | BADAN
2 | Peralatandan ase 000 060 .000 0 050 060 | OO0 120 65 KEUANGAN
Pertengkapan Pemenu
Kantor han
Kebutuh
anATK
0 | Penyedizan Jumiah 5 Kota 37.668. 24 16.755S. 5 37.668. | 1275 | 9.225.0 { 1.12 | 7.530.0 2.4 16.755. | 48, 44 438 33.510. | 96 88, | BADAN
4 | Bahanlogistik | Makana k 000 000 000 00 00 | 5,00 00 000 | 0O 000 96 | KEUANGAN
Kantor nyang




13

Jumlah
Minuma
nyang
&sediak
n

2500
0

37.668.

250,0

60,00

70,0

130,0

260,0
0

104

BADAN
KEUANGAN

Jumlah
Air 1si
Ulang
ang
disediak
an

100

37.668.

100

20,00

20,0

40,00

BADAN
KEVANGAN

Jumlah
Minuma
nyang
disediak
an

1S

37.668.

700

15

300

700

46,
67

14

93,
33

BADAN
KEUANGAN

.l

Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumiah
Barng

Vg
dicetak

98.451.
000

2

34.861.

98.451.

34.861.
000

22

34.861.
000

8k

35

69.722.
000

88

70,
82

BADAN
KEUANGAN

Jumlah
Barang
Yang
diganda
kan

98.451.

22

1n

1n

22

8t

BADAN
KEUANGAN

Jumtah
Idan /
Publikas
iMecia
Tetak

10,00

Kali

98.451

4,00

10,00

2,00

2,00

4,00

8,00

80

BADAN
KEUANGAN

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah

12,00

111.329

6,00

33.850.

12,00

111.329
.000

3,00

3,00

33.85C.

6,00

33.850.

12,00

67.700.

100

BADAN
KEUANGAN

5,00

Buku

111.329
.000

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

200

BADAM
KEUANGAN

Penyelenggara
an Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

200

110.654

75,60

41.340.
750

110.654

35,00

22.663.
950

18.676.

75,C0

41.340.
750

37

. 82.681.

74,

BADAN
KEVANGAN
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Jumiah 200 Kafti 110.654 | 80,00 200 40,00 40,0 80,00 40, 160,0 80 BADAN
Rapat - .000 0 00 0 KEUANGAN
rapat
Koordin
asi dan
Konsult
asi
dalam
yang
dihadiri
Jdiikuti
2. Perigadaan
07 | Berang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
0 | Pengadaan Jumiah 30,00 { Unit 167.093 | 30,00 4.995.0 | 3000 | 167.093 0 0| 300 | 4.995.0 30,00 4.995.0 | 100 3 60,00 9.990.0 | 200 | 59 | BADAN
6 Peralatan dan Peralata 400 00 400 0 00 00| ,00 00 8 KEUANGAN
Mesin Lainnya n Kantor
yang
Diadaka
. n
1 Pengadaan Jumlah 5,00 | Unit 14.500. | 6,00 9.546.0 | 5,00 14.500. 0 0 | 6,00 | 9.546.0 6,00 9.546.0 | 120 6 12,00 18.092. | 240 13 | BADAN
0 | Ssranadan Sarzna 000 00 000 00 00 | 00 000 1,6 | KEUANGAN
Prasarana dan 7
Geduag Kentor | Prasara
atau Bangunan na
Lainnya Gedung
Kantor
dan
Bangun
an
Lainnya
yang
diadaka
n
2. Penyediaan
08 | Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
0 Penyediaan Jumiah 1250 | Surat 2.500.0 | 1.209 0] 125 2.500.0 | 457,0 0| 752, 0 1.209 0| 9, 0 2.418, 0| 193 0 BADAN
1 | JasaSurat Surat 00 00 00 00 00 0 00 ,00 72 00 A4 KEUANGAN
Menyurat yang R
Dikirim
0 Penyediaan Jumiah 12,00 | Reke | 447.443 | 6,00 182.857 | 12,00 | 447.443 | 3,00 35.390. { 3,00 147.46 6,00 182.857 | 50, 41 12,00 365.714 | 100 | 81, | BADAN
2 | Jasa Rekenin ning .000 094 000 911 6.183 094 | 00 .188 73 KEUANGAN
Komssnikasi, g Listrik
Sumbar Daya yong di
Air dan Listrik Bayarka
n
Jumiah 36,00 | Reke | 447.443 | 18,00 36,00 7,00 10 18,00 50, 36,00 100 BADAN
Rekenin ning 003 [} 00 KEUANGAN
B

Telepon
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yang di
bayarka
n{
3x12)

Juriah
Rekenin
B
Internet
yang
dibayark

an

12,00

Reke
ning

447.443

6,00

12,00

3,00

3,00

6,00

88

12,00

100

BADAN
KEUANGAN

Jumlah
Rekenin
g A
yang di
bayarka
n

Reke
ning

447.443

6,00

12,00

3,00

3,00

6,00

88

12,060

100

BADAN
KEUANGAN

Jumah
Web
Hosting
yang
dibayar

12,00

Reke
ning

447.443

6,00

12,00

3,00

3,00

6,00

12,00

100

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Penamb
ahan

Daya
Listrik

Wartt

447.443

0,0

BADAN
KEUANGAN

watt

447.443

BADAN
KEUANGAN

Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor

103,0

Buah

98.541.

103,0

27421,

103,0

98.541.

1030

12.841.

14.580.

103,0

27.421.

28

206,0

54.843,

200

BADAN
KEUANGAN

Buah

98.541.
200

25,00

25,00

25,00

25,60

100
00

50,00

200

BADAN
KEUANGAN

35,00

08

98.541.
00

18,00

9,00

9,00

838

36.00

100

BADAN
KEVANGAN

Jumlah

aran
Jasa
Keaman
an

(o]

98.541.

0,0

BADAN
KEUANGAN
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Jumiah 0 [0):] 98.541. 1] [ 0 0 0 0,0 0 0 BADAN
Jasa 300 [+] KEUANGAN
Pembay
aran
Jasa
Operato
r
0 | Penyediaan Jumiah 1140 | OB 568.120 | 57,00 | 196.235 | 114,0 | 568.120 | 22,00 | 61.200. | 30,0 135.03 57,00 | 196.235 | S0, as 114,0 392.470 | 100 | 69, | BADAN
4 | Jasa Pelayanan | Pembay a .000 000 0 000 000 0 5.000 000 | 00 0 030 08 KEUANGAN
Umum Kantor arn
Honer {
Jumiah
Orang x
Bulan )
Jumlah 17271 | O3 568.120 | 7.380 17.71 2.952 442 7.380 41, 14.76 83, BADAN
Pembay 2,00 000 00 2,00 00 8,00 00 67 0,00 33 KEUANGAN
aran
Lembur
(
JUmlah
Orang x
Hari )
Jumiah 816,0 | 8uah | 568.120 200 816,0 0 200 200 24, 400 49, BADAN
Benda 0 000 0 51 02 KEUANGAN
Pos/
Materai
yang
Oiadaka
n
2. Pemetiharaar
09 | Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
0 | Penyediaan Jumlah 1,00 | Unit 16.000. | 1,00 727255 | 1,00 16.000. 0 3.492.0 | 20,00 | 4.2335 1,00 7.728.5 | 100 | 48 2,00 15.451. | 200 | 96, | BADAN
1 | Jasa Pemelih 000 00 000 00 00 00 | 00 000 57 KEUANGAN
Pemeliharaan, | araan
Biaya Kendara
Pemeliharazn an
dan Pajok Jabatan
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumiah 100 { Unit/ 36.000. | 1,00 1,00 1,00 0 1,00 100 2,00 200 BADAN
Kendara Tahu 000 00 KEUANGAN
an n
Jzbatan
yang
dibayar

Pajakny
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0 Penyediaan Jumiah 2,00 | Unit 28.900. | 2,00 10.052. | 2,00 28.900. | 1,00 4.405.8 | 1,00 | 5.6465 2,00 10052. | 100 | 35S 4,00 20.104. | 200 | 69, | BADAN
ojJoi1] 2 | Jesa Pemelih / 000 300 000 00 00 300 | 00 600 57 KEUANGAN
Pemeliharaan, araan Tohu
Biaya Kendara n
Pemeliharaan, an Dinas
Pajak, dan /
Perizinan Operasi
Kendaraan onal
Cinas
Operasional
2tau Lapangan
Jumiah 39,00 | Unit 28.900. | 20,00 39,00 12,00 3,00 20,00 51, 40,00 102 BADAN
Kendara 000 28 56 KEUANGAN
an Dinas
/
Opersio
nalyang
Dibayar
Pajakny
a
0 Pemeliharaan Jumlah 45,00 | Kah 14.720. | 15,00 3.460.0 | 45,00 14.720. | 15,00 0 0 3.460.0 15,00 3.460.0 | 33, 24 30,00 6.920.0 | 66, 47, | BADAN
0j0]|1] 6 ]| Peralatan dan Pemelih 000 00 000 00 00| 33 6o | 67 01 KEUANGAN
Mesin Lainnya araan
Peralata
nKerja
9 Pemetiharaan/ | Luasan 300 M2 141.000 | 300 137.969 | 300 141.090 300 137.96 [4] 0 300 137969 | 100 | 98 .600 275.939 | 200 19 | eADAN
Jolol1g Rehabilitasi | Gedung . _ 000 JOO | 000.) 9.700. N 7001 00 - 400} - - -1--5,7 | KEUANGAN-—|
Gedung Kantor | Xantor 0
dan Bangunan yang
Lainnya dipeliha
ra
2. | Perencanaan,
0]0] 2] 01} Penganggaran,
: dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
0 | Penyusunan Jurelah 11,00 | Doku 9.250.0 | 6,00 46250 | 11,00 | 92500 { 600 4.625.0 0 (1} 6,00 4.625.0 | 4, S0 12,00 9.2500 | 109 10 | BADAN
0|]o]1] 1 | ookumen Dokume mzn 00 00 00 00 00| ss 00| 09 0 KEUANGAN
Perencanaan n
Perangkat Perenca
Dacrah naan
oro
yang
Disusun
R Jurmiah 4,00 | Doku 9.2500 | 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 50, 4,00 -100 BADAN
Dokume men 0o 00 KEUANGAN
n
Pengang
garan
orD
yang
disusun
0 Evaluasi Jumiah 6,00 | Doku 47.846. | 3,00 3.1085 | 600 47.846. | 1,00 3.1085 | 2,00 0 3,00 3.1085 | so, 6 6,00 6.217.0 | 100 | 12, | BADAN
0jJ0f1] 7 | Knerja Laporan men 000 00 000 00 00 | 00 00 99 KEUANGAN
Perangkat Dokume ’
Daerah n
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Kinerja
oPD
yang
2. | Administrasi
02 | Keuangan
Peraingkat
Daerah
0 Penyediaan Jumlah 28,06 | Doku 14.303. | 15,00 4.787.7 | 2800 14.303. 3,00 1.0165 | 12,0 3.771.2 15,00 4.787.7 53, EE] 30,00 9.575.5 | 107 66, | BADAN
1 | Gajidan Pembay men 312.079 65.910 312.079 51.596 0 14.314 65.910 57 1.820 | ,14 95 KEUANGAN
Tunjangan ASN | aian
Gap dan
Tunjang
an ASN
Jumlah 1.120 | Doku 14.3G3. | 6400 1.120 120,0 520, 640,0 57, 1.280, 114 BADAN
Dokume 00 men 312.079 0 ,00 o a0 (] 14 00 29 KEUANGAN
n
Pengaju
an Gaji
dan
Tunjang
anASN
dan Non
ASN
yang
e
0 Koordinasi Jumlah 48,00 | tapo 6.757.0 | 24,00 3.022.7 | 43,00 6.757.0 | 12,00 3.022.7 | 120 0 24,00 3.022.7 50, 45 48,00 6.045.4 | 100 &9, | BADAN
7 | dan Leporan ran 00 uo 00 00 0 G0 00 00 a7 KEUANGAN
Penyusunan Keuanga
Laporan n
Ki B Pud
Bulanan/Triwul | yang
anan/Semester | Disusun
an SKPD
Jumlah 2,00 Lapo 6.757.0 1,00 2,00 0 1,00 1,00 50, 2,60 100 BADAN
Laporan ran 00 00 KEUANGAN

o
UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
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Koordinasi
dan
Penyusunan
Rencana
Ar.ggaran
Daerah

-

Koordinasi
dan
Penyusunan
KUA dan PPAS

Jumlah
Ookume
nkua

PPAS

yang
disusun

Doku

118.277

356.395.

94,00

113.277

94,0

36.395.

94,00

36.395.

100

3

188,0

72.790.

200

BADAN
KEUANGAN

Persent
Befanja
Pendidik
an

20,00

118.277
.500

20,06

BADAN
KEUANGAN

Persent

Befanja
Kesehat

10,00

118.277
.500

10,00

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Koordin

dengan
SKPD

4,00

118277

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

200

BADAN
KEUANGAN

"

~

¥oordinasi
dan
Penyusunan
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS

Jumiah
Dokume

Perubah
anKUA

OPASya

disusun

94,00

Doku

100.300

94,00

45.985.

94,00

100.300

28.615.

94,0

17.270.
000

94,0

45.985.

46

188,0

91,970.
000

200

91,
69

BADAN
KEUANGAN

Persent

ase
Belanja
Pendidik

20,00

100.300

20,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

ase
Belanja
Kesehat

10,00

100.30%

10,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Koordin

Oengan

4,00

100.300

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

200

BADAN
KEUANGAN

we

Koordinasi,

Penyusunan
dan Verifikast

RKA-SKPD

Jumnlah
Dokume
aRKA

47,00

Doku

20.550.

47,00

20.550.

BADAN
KEUANGAN
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disusun

Jumlah
Koordin
asi
Dengan
SKPO

4,00

20.550.

4,00

BADAN
KEUANGAN

b~ o

Koordinasi,
Penyutunan
dan Verifikasi
Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah
Dokume
n
Penyusu
nan dan
Verifikas
L}
Perubah
3nRKA -
SXPD

yang
disusun

235,0
1}

Doku
men

28.830.

138,0

2350

28.830.
000

1410

47,0

188,0

376,0

160

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Koordin
asi
Dengan
SKPp

5,00

Kati

28.830.

6,00

5,00

3,00

3,00

6,00

12,00

240

BADAN
KEUANGAN

~N o

Koordinasi
dan
Penyusunan
Peraturan
Daerah
tentang APED
dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
APBD

lumiah
Dokume

nyang

2,00

Doku
men

765.059
.350

306.885
500

2,00

765.059
350

56.485.
500

250.40
0.000

306.885
.500

40

613.771
000

BADAN .
KEUANGAN

1,00

Coku
men

765.059
.350

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

200

BADAN
KEUANGAN

4,00

Kali

765.059
350

4,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

1,00

Pake

765.059
350

100

1,00

1,00

1,00

100

2,00

200

BADAN
KEUANGAN
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Sesver
yang
ditaksan
akan
0 | Koordinasi Jusnlah 9,00 | Doku | 649.837 | 3,00 16.020. | 9,00 649.837 | 2,00 16.020. | 1,00 0 3,00 16.020. | 33, 6,00 32.041. | 66, 4,9 | BADAN
8 | dan Dokume men 000 600 000 600 600 33 200 | 67 3 KEUANGAN
Penyusunan nPerda
Peraturan dan
Daerah Perbup
tentang APBD
Perubahan yang .
APBD dan disusun
Peraturan
Kepala Daergh
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD
Jumiah 1,00 | Doku | 649.837 0 1,00 [} 0 1] 0,0 0 0 BADAN
Dokume men .000 1] KEUANGAN
n
Informa
si
Keuanga
n
Daerah
yeng
dapat
diAkses
Publik
Jumiah 4,00 | kst 649.837 ; 3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 75, 6,00 150 BADAN
Koordin 000 00 KEUANGAN
asi
denzaa
SKPD —
Jumiah 3,00 | Kali 649.837 | 2,00 3,00 0 2,00 2,00 66, 4,00 133 BADAN
Pemelih .000 67 33 KEUANGAN
araan
Aplikasi
yang
dilaksan
kan
2. Koordinasi
02 | dan
Pengelolaan
Perbendaharaa -
nDaerah  °
0 Koordinasi Jumiah 2640 | tapo 214.416 | 1150 72.026. | 264,0 | 214.416 | 60,00 | 21.094. | 550 | S0.932. 115,0 72.026. | 43, 220,0 144.052 | 87, 67, | BADAN
1 | dan Laporan G ran 000 0 000 o .000 000 0 0G0 0 000 | 56 [ 000 | 12 18 | KEUANGAN
Pengelolaan Possi
Kas Daerah Kas
Harian
yang
disusun )
Persent 670 | % 214416 | 10,00 6,71 10,00 ] 1,00 149 20,00 298 BADAN
ase 000 25 51 KEUANGAN
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Terhada
p APBD
0 | Penylapan, Jumlai 145 | Surat | 246899 | S.952 | 162.744 | 145 246.899 | 1905 | 87.175. | 4.04 | 75.568. 5952 | 162.744 | 41, 66 11.90 325.488 | 82, 13 | BADAN
3 | Pelaksanaan P20 000 00 .000 .000 00 500 | 7,00 S00 00 000 | oS 4,00 000 | 10 1.8 | KEUANGAN
Pengendalian yang 3
dan Penerbitan | diterbitk
Anggaran Kas an
dan SPD
Jumiah 230,0 | Surat | 246.899 | 203,0 230,0 87,00 12i, 208,0 90, 416,0 180 BADAN
SPO [1) 000 0 0 00 0 43 0 87 KEUANGAN
yang
diterbitk
an
Jumlah 145 | Surat | 246.899 ] S.952 145 1.905 4.04 5.952 41, 11.90 82, BADAN
SPM .000 00 00 7,00 00 0S 4,00 10 KEUANGAN
yang
diteliti
0 | Koordinasi, Jumitah 30,00 | Lapo 24.165. | 12,00 6.738.0 | 30,00 24.165. | 7,00 1.560.0 | 500 | 5.178.0 12,00 6.738.0 1 40, 28 24,00 13.476. | 80 55, | BADAN
5 | Fasiitasi, Laporan ran 000 00 000 00 00 00| O 000 77 KEUANGAN
Asistensi, dan
Sinkronisasi, Koordin
Supervisi, asi Dana
M . Tranch
dan Evaluasi yang
Pengelolaan disusun
Dana
Perimbangan
dan Dana
Transfer
Lainnya
Jumlah 4,00 | lapo 24.165. | 2,00 4,00 1,00 1,06 2,00 50, 4,00 100 BADAN
KT ( ran 000 00 KEUANGAN
Llaporan
Konfirm
asi
Transfer
}yang
disusun
0 | Koordinasi Jumiah 12,00 | Kah 160.170 | 6,00 15.343. | 12,00 | 160.170 | 3,00 6.3325 | 3,00 ! 5.011.0 6,00 15.343. 1 SO, 10 12,00 30.687. | 100 19, | BADAN
7 | dan Lporan 000 500 .000 00 00 500 | 00 000 16 | KEUANGAN
Penyusunan Gaji
Laporan
Realisasi
Penerimaan
dan -
Pengeluaran
Kas Daerah,
Laporan Aliran
Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/P
emotongan
dan
Penyetoran
Perhitungan

Fihak Ketiga
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(PFK}

Jumish
Pembin
aan
SKPD

4,00

Kali

160.170

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

6,00

150

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Rekonsi
iasi gaj

2,00

Kati

160.170

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

8,00

200

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
SKPP
Yang
diterbitk
an

Kali

160.170

BADAN
KEUANGAN

Persent
ase
Belanjp
Pegawai
diluar
Guru
dan
Tenaga
Kesehat
an
terhada
[]
Jumizh
ArBD

25,00

160.170

26,00

25,00

26,00

26,00

52,00

208

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Dokume
n juknis
1 Sisdwr
Penatau
sahaan
ong
disusun

1,00

Doku
men

160.170

1,00

C,a

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
laporan
Kas dan
Perkiraa
n
Betanja

12,00

Doku
men

160.170

6,00

12,00

3,00

3,00

6,00

88

12,00

1C0

BADAN
KEWANGAN

450,0

Surat

160.170

372,0

450,0

180,0

192,

372,0

744,0

165
33

BADAN
KEUANGAN

Rekonsiiiasi
Data
Penerimaan
dan
Pengeluaran
Kas serta
Pemungutan

4,00

Kati

22.158.

2,00

32050

4,00

1,00

1.990.0

1,00

1215.0

2,00

3.205.9

14

4,00

6.410.0

100

BADAN
KEUANGAN




dan
Pemotongan
Atas SP2D
dengan
Instansi Terkait

Jumiah 12,00 | Xah 22158 | 6,00 12,00 3,00 3,00 [ 0 6,00
Rekonsil 00
iasi

DTH/RT
Hyang
didaksan
kan

12,00 100 BADAN
KCUANGAN

88

Jumlah 264,0 | Kali 22.158. | 1150 264,0 60,00 55,0 4] 0 115,0 43, 230,0 87, BADAN
Rekonsil 0 000 0 0 0 0 56 0 12 KEUANGAN
iasi
Posisi
Kas
dengan
Bank
Jatim
yang
ddaksan
kan

Jumiah 4,00 | Xali 22.158. | 2,00 4,00 1,00 1,00 -10 0 2,00
Rekonsit 000
iasi SP)
Fungsio
nai yang
dlaksan
akan

4,00 100 BADAN
KEUANGAN

88

Koordinasi
dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Oaerah

[l -1

Koordinasi lumlah 168,0 | Kali 105.310 | 83,00 80.050. | 1680 | 105310 | 42,00 § 33.870. | 41,0 | 46.180. |0} 0 | O] O | 83,00 80.050. | 49, 76 166,0 160.310C | 98, 15 | BADAN

Pefaksanaan Koordin [ .000 000 0 000 00D 0 000 000 | 40 0 000 | 81 2,0 | KEUANGAN
Akuntansi asi 3

Penerimaan Akuntan
dan si
Pengeluaran Penerim
Kas Daerah aan Kas
Daerah
yang
dlaksan
akan

Jumiah 564,0 | Kai 105.310 | 282,0 564,0 1410 141, 0 [} 282,0 0, 564,0 100 BADAN

Koordin ] .000 0 0 0 00 0 00 [ KEUANGAN
ash

Akuntan
i
Pengely
aran Kas
Daerah

yang
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dilaksan
akan

Jumlah
Verifikas
idan
Fengujia
natas
Bukti
Memoii
alyang
dilakuka

16

Kali

105.310
.000

16

S0,

16

100

BADAN
KEUANGAN

~

Rekonsiliasi
dan Verifikasi
Aset,
Kewajiban,
Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-
LO dan Beban

Jumiah
Rekonsil

Reafisasi
Pendap

Belanja

Pembiay
aan

ditaksan

612,0

Kali

121.560

36,0

77.059.

612,0

121.560

152,0

77.059.
500

306,0

77.059.
500

88

63

612,0

154.119

100

12
6,7

BADAN
KEUANGAN

oo

Konsolidasi
Lapoian
Kevangan
SKPD, BLUD
dan Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Jumiah
Konsofid

Laporan
Keuanga
n

SKPD,BL
UDdan
Laporan
Keuarga
PEMDA

disusun

67,00

wn

90.386.

67,00

67,00

90.386.

67,00

34.009.

67,00

34.C09.

100

68.018.

BADAN
KEUANGAN

170,0

Lapo
ran

90.386.

75,00

170,0

50,0

75,00

BE

150,0

BADAN
KEUANGAN
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Persent

Program
Kegiata
nyang
Ticak
atlaksan
kan

10,00

90.386.

10,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

Persent
ase
Dedasi
Realisasi
Betanja
Terhada
p
Belanja

1,00

90.386.

1,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

0,10

90.386.

0,10

0,19

0,10

0,10

100
00

0,20

200

BADAN
KEVANGAN

1,00

Kali

90.386.

1,00

1,00

ol

1,00

1,00

100

2,00

200

BADAN
KEUANGAN

nyang
diakses

Publik
Teshada

Keuanga

1,00

men

90.386.

1,00

0,0

BADPAN
KEUANGAN

Koordinasi

Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah

Jumlah
Dokume

Rancang

Peratur

9,00

Doku

136.325

9,00

63.216.

9.60

136.

325
000

9,00

63.216.

63.216.

100

46

18,00

126.432
.00

200

92,
74

BADAN
KEUANGAN
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tentang an
Pertanggungia Daerah
waban dan
Pelaksanaan Ranperb
APBD Provinsi up
dan Rancangan | Tentang
Peraturan Pertang
Kepala Daerah | gungjow
tentang aban
Penjabaran Pelaksa
Pertanggungja naan
waban APBD
Pelaksanaan Kab
APBD yang
Kabupaten/Kot | disusun
a

0 | Penyusunan Jumizh 2,00 | Doku 58.372. | 2,00 10.712. | 200 $8.372. ] 0| 2,00 | 10712 2,00 10.712. | 100 18 4,00 21.424. | 200 | 36, | BADAN

8 | Analisis Dokume men 000 000 000 000 000 } ,00 000 70 | KEUANGAN
Laporan n
Pertanggungja | Analisis
waban Laporan
Pelzksanaan Pestang
APBD gungjaw

aban
Pelaksa
naan
APBD
yang
Disusun .

9 Peayusunan Jumlah 500 | boku | 160.758 0 21.135. | 5,00 150.758 [ 21.185. 0 [} 0 21.185. | 0.0 13 0 42.370. 0 26, | BADAN
Xebijakan dan Kebijaka men 000 000 .000 000 000 0 000 36 KEUANGAN
Panduan ndan
Teknis Pandua
Operasional n Teknis
Penyelenggara | Operasi
an Akuntansi onal
Peraerintah Penyele
Daerah L2133

n
Akuntan
si
Pemerin
tzh
Daerah
yong
disusun

1 Pembinaan Jumizh 300 | xab 151.368 | 100 01 300 152368 | 100 0 [1] [} 1,00 0] 33 0 2,00 0] 66, 0 BADAN

1 | Akurtansi, Pembin 000 .000 33 67 KEUANGAN
Pelsporan dan aandan
Pertanggungia | Sosialisa
waban si
Pemerintah Tentang
Kabupaten/Kot | Pesryusu
] snan

laporan
Keuanga
n
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tah
Daerah
Sesuai
Sistem
Akuntan
si
Pemerin
tah yang
dilaksan
akan

Penunjang
Unusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

‘Analisis
Perencanaan
dan

Jumlah
Desa
yang

AMond

8antuan
Keuangan

atkan
ADD

852,0

395.478
.409.00
0

213,0

110.204
-319.05

852,0

395.478
-409.00
0

199,0

31.169.
397.80

24,0

79.034.
921.25

2130

110.204
.315.05

28

426,0

220.408
.638.100

55,
73

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Desa
yang
Meandap
atkan
SARPRA
S

213,0

395.478
.409.00

213,0

2130

163,

213,0
]

426,0
0

200

BADAN
KEUANGAN

Jumlag
Desa
yang
Mendap
atkan
Bantuan
Keuanga
nBINA
MITRA

9,00

395.478
409 00

9,00

9,00

9,00

9,00

18,00

200

SADAN
KEUANGAN

Sumlzh
RTyang
Mendap
atkan
Bantuan
Kevanga
n

tnsentis
RT

RT

395.478
.403.00

0,0

BADARN
KEUANGAN

Jumiah
RW
yang
Mendap
athkan
Bantuan
Keuanga
n
insentif
RW

1212

RW

395.478
409.00

1212

0,0

BADAN
KEUANGAN
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Jumlah 12,00 | Doku | 395478 | 3,00 12,00 3,00 0 3,00 25, 6,00 50 BADAN

Laporan men .409.00 00 KEUANGAN

Bantuan 0

Keuanga

nyang

Persent L00 | % 335.478 0 1,00 ] 0 0 0,0 7] 0 BADAN

ase .409.00 0 KEUANGAN

Belanja 0

Urusan

Pemerin

tahan

Umum (

Dikuran

g

Transfer

Expendi

tures) T

Jumlah 213,0 | Oran 395478 | 2130 213,0 2130 1] 213,0 100 426,0 200 BADAN

Peserta 0 E .409.00 0 0 0 0 00 4] KEUANGAN

yang 0

Mengik

uti

Bimtek .
Pengelolaan Jumlah 10,00 | Doku 12.562. 3,00 75.000. | 10,00 12.562. 1,00 30.000. | 2,00 | 45.000. 3,00 75.000. | 30, 1 6,00 150.000 60 L1 | BADAN
Dana Darurat SP20 men 905.933 000 905.933 000 000 000 00 .000 g KEUANGAN
dan Mendesak 4

Diterbit u

kan
Pengelolaan Jumlah 10,00 | Coku 7.389.5 Q 0| 10,00 7.389.5 o 0 1] a 0 0| oo 0 ] 0 bl 0 BADAN
Dana Bagi Hasil | SP2D men 95.500 95.500 0 KEUANGAN
Xabupaten/Kot | yarg
a Diterbit

kan

Persent 100 % 7.389.5 0 100 0 a 0 0,0 0 0 BADAN

ase 95.500 1] KEUANGAN

Jumiah

Bagi

Hadil

Kab/

Kota

dan

desa

yang

Dikelola L

34, 3.4 69. 18.
55 9 09 98
Sed
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Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

w o

Penyusunen
Perencanaan
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jurnlah
SXPD
yong
Menya
mpaikan
RKBMD

47,00

SKPD

234.716

47,00

158.667
.800

47,00

234.716

48.292.
800

47,0

110.37
5.000

47,00

158.667
800

100

68

94,00

317.335
600

200

13
5,2

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
SK
Penetap
an
Status
Penggu
naan
yene

47,00

234.716

47,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Dokume
n
Pengaju
an
Usulan
Pemanf
aatan
BMD
yang
ditaksan
akan

2,00

Doku

234.716

1,00

2,00

1,00

1,00

88

2,00

100

BADAN
KEUANGAN

jumlain
Peserta
Bimbing
an
Teknis
Pengelo}
asmD
yang
dilaksan
akan

Oran

234.716

0,0

BADAN
KEUANGAN

Jumiah

Oengan
SKPD

6,00

Kahi

34.716

3,00

6,00

2,00

1,00

3,00

6,00

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
SKPO

47,00

SKPD

‘34716

47,00

47,00

47,00

47,00

94,00

200

BADAN
KEUANGAN

Penatausahaa
n Barang Milik
Caerah

6,00

8§

1,00

56.665.

6,00

1,00

$6.669.
727

1,00

56.669.
727

g5

26

2,00

113.339
454

33,
‘33

51,
s9

BADAN
KEUANGAN




yang
dicatat

Jumiah
Daftar
Aset
Tetap
yang
disusun

6,00

Doku
men

219.690
000

1,00

6,00

1,00

1,00

16,
67

2,00

33,

BADAN
KEUANGAN

Jumlah
Dokume
n
Manual
Untuk
Penyusu
nan
Daftar
Aset
Tetap

1,00

Doku
men

219.690

1,00

0,0

BADAN
KEUANGAN

[ 3]

~ o

Pengamanan
Barang Mifik
Daerah

Jumilah
Laporan
Hasi]
Monitor
ing dan
Evaluasi
Pengam
anan
SMD
yang
dilaksan
akan

4,00

Lapo
ran

211.775
-000

2,00

91.423.

4,00

211.775

2,00

91.423.

2,00

91.423.

88
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4,00

182.846

100
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KEUANGAN

Jumiah
Dokume
nAsh
Kepemil
ikan
BMD
yang
disimpa
n

2,060

Ocku

211775

1,00

1,00

1,00

88

2,00

100

BADAN
KEUANGAN

Jumiah
Koordin
ash
dengan
SKPD

6,00

Kali

211.775
000

4,00

6,00

2,00

2,00

4,00

2,00
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Optimatisash
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtang
anan,
Pemusnahan,
dan
Penghapusan
Barang Milik
Daerah

Jumlah
Dokume
n
Usulan
Progha
pusan
yang
ditindak
lanjuti

Doku

173.541

20,00

26.580.

30,00

173.541

20,0

26.580.

04 o

20,00

. 26.580.

98

40,00

53.160.

133
33
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Jumlah
Dokume
n
Usulan
Pemind
ahtangg
anan
yang
dilaksan
akan

5,00

Doku

173.541

3,00

5,00

3,00

3,00

6,00

120

BADAN
KEUANGAN

Jumlah
Publikas
1yang
dilaksan
akan
untuk
Transpa
ransi
dan
Partisip
asi
Publik

3,00

Kali

173.541

1,00

3,00

1,00

1,00

33,
33

2,00

66,
67

BADAN
KEUANGAN

Jumlah
Koordin
asi
dengan
SKFD

6,00

Kal:

173.541
000

2,00

6,060

2,00

2,00

33,
33

4,00

66,
67
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b

Rekonsiliasi
dalam rangka
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah

Jumlah
Rekonsil
iasi
BMD
yang
dilaksan
akan

9,00

Kali

130.211
.000

3,00

38.015.

9,00

130.211
.000

100

15.375.

2,00

22.640.

3,00

38.015.

33,

6,00

76.030.
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Jumiah
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Inventar
isasi
Aset
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dilaksan
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9,00

Kali

130.2i1
.000

3,00

4,00

1,00

3,00
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6,00
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Jumlzh
Dokume
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6,00

Doku

130.211

6,00

0,0
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22

4,00
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B Kegiatan
01 | Pengelolaan
pendapatan
Daerah
0 Perencanaan Jumlah 10,00 | Kali 36.410. 4,00 33.469. | 10,00 36.410. 1,00 23.200. | 3.00 10.269. 4,00 33.469. 40, 92 8,00 66.938. 80 18 BADAN
1 | pengelolaan Fasilitasi 000 000 000 000 000 000 | 00 000 3,8 | KEUANGAN
pajak daerah dan 5
Koordin
asi
Kegiata
n
Perenca
naan
Pandap
atan
Jumlah 2,00 | Kahi 36.410. 0 2,00 0 [ 7 0,0 0 0 BADAN
Pendam 000 0 KEUANGAN
pingan
Aplikasi
PBB dan
BPHTB
yang
dilaksan
kan
] Analisa dan Jumlah 35,00 | Oran 29.269. | 14,00 29.047. | 35,00 29.269. 8,00 27.673. | 6,00 1.368.9 14,00 29.047. a0, 99 28,00 58.095. 80 19 BADAN
2 | Pengembanga Peserta B 000 900 000 noo 00 900 | 00 800 8,4 | KEUANGAN
n Pajak Bimtek 9
Daerah, serta Pengelol
Penyusunan aan
Kebijakan Pajak
Pajak Geerah. | yang
diseleng
garakan
Jumlah 3,00 rali 29.269. 1,00 3,00 Q 1,00 1,00 33, 2,00 66, BADAN
Koordin 000 33 67 KEUANGAN
asi
ientang
Pengem
bangan i
Daerah
yang
diiaksan
akan
1] Pendataan Jumizh 1 Waji 14.46C. | 7100 11.960. 1 14.460. | 230,0 3.970.0 | 4&0, 7.990.0 710,0 11.960. 71, a3 1.420, 23.920. | 142 16 BADAN
5 dan Potensi b 000 0 ooc 000 0 0] 00 00 0 000 00 00 0G0 54 KEUANGAN
Pendaftaran Waijib Paja 2
Objek Pajak Pajak K
Daerah Daerah
Yang




34

15

Obye

Paja

14.460.

856,0
0

15

340,0

516,

856,0
0

S7,
07

1712,

114
13

BADAN
KEUANGAN

Pengolahan,
Pemeliharaan,
dan Pelaporan
Basis Data
Pajak Daerah

12,00

Kali

6,00

$.790.0

12,00

12.340.

300

3,00

9.790.0

6,00

9.790.0

79

12,00

19.580.

100

BADAN
KEUANGAN

12,00

Kali

12.340.

6,00

12,00

3,00

3,00

6,00

88

12,00

100

BADAN
KEUANGAN

w0 o

Penetapan
Wajib Pajak
Daerah

3,00

Aplik
asi

1.150.0
10.150

2,00

74.627.

1150.0
10.150

2,00

74.627.
500

2,00

74.627.

4,00

149.255
000

123

12,
98

BADAN
KEUANGAN

652.4
50,00

Llem
bar

11500
10.150

6524
60,00

652.4
60,00

652.4

652.4
60,00

1.304.
920,0

200

BADAN
KEUANGAN

1.150.0
10.150

15,

SADAN
KEUANGAN

615.7
50,00

op

1.150.0
10.150

630.1
3800

615.7
50,00

630.1

630.1
38,00

102
34

1.260.

276,0

204
67

BADAN
KEUANGAN
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Jumlah

pingan
Penetap
an
Wajib
Pajak
Daerah

diaksan

2,00

Kali

1.156.0
16.150

1,00

2,00

1,00

1,00

88

2,00

100

BADAN
KEUANGAN

Pelayanan dan
Konsultasi
Paiak Daerah

Jumiah

asi Pajak
Daerah
yang
Dilaksan
akan

4,00

Kali

4.064.0

2,00

1.938.0

3,00

4.064.0

1,00

1,00

1.938.0

2,00

1.938.0

88

2,00

3.876.0

100

9s,

BADAN
KEUANGAN

Penelitian dan
Verifikasi Data
Pelaporan
Pajak Daerah

Persent
ase
Deviasi
realisasi
PAD
terhada

Anggara
nPAD

Disusun
tepat
Waktu

0,86

77.365.

55.040.

77.365,

33.857.
500

21.183,

55.040.
500

0,0

n

110.081
.000

14
2,2
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KEUANGAN

Penagihan
Pajak Daerah

Jumiah
Kegiata

Intensifi
an Pajok
Daerah

ditaksan

240,0

Kali

147.098

26,00

59.360.

240,0

147.098
-000

20,00

24.823.
550

34.536,
450

20,00

59.360.

83

40

40,00

218.720
.000

16,
67
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-

Pengeadalian,
Pemeriksaan
dan
Pengawasan
Pajak Daerah

Jumiah
Laporan

12,00

Lapo

ran

444.767

6,00

54,927,

12,00

444.767

3,00

45.552.

3,00
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6,00
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12,00

103.854
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PBB
yang Di
Publikas
ikan di
Wabsite

Jumlah
Publikas
iyang
dilaksan
akan
uantuk
Tianspa
rasi dan
Partisip
asi
Publik

At

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

5,00

Kali

444767

2,00

5,00

2,00

2,00

43,

£q,
03

14,
76

4,00

86.
71

118
05

BADAN
KEUANGAN

Faktc: Penghamgt Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya : -
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN -PERANGKAT DAERAH

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana
Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mendasar pada Peraturan Bupati
Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A, Badan Keuangan dipimpin oleh
Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, sehingga dirumuskan
Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan Rencana Kerja ini yaitu sebagai

berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perubahan
rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaannya :
1. Adanya perubahan pagu definitive Belanja Bantuan Keuangan
Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2022 sehingga harus menyesuaikan pada sub
kegiatan serta aliran kas nya:
2. Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas.
b. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan : ' '
1. Jumlah Program kegiatan dan Sub kegiatan yaitu : 4 Program, 14
Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan
2. Indikator program , kegiatan dan sub kegiatan tidak berubah
hanya targetnya saja menyesuaikan ketersediaan dana dan
prioritas
3. Lokasi program , kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan
4. Total Pagu indikatif sebelum perubahan yaitu Pagu Anggaran pada
Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yaitu semula
Rp. 428.109.930.479,00 menjadi Rp 438.061.206.412,00
c. Tabel rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan dari aplikasi SIPD
dapat dilihat pada tabel 3.1 :
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Tabel 3.1 Rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan dari aplikasi SIPD
Urusan/ Indikator Kinetja Rencana Tahun 2022 Catat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Bidang an
Urusan/ Capaian Program Keluaran Sub Hasil Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinega Sumber Penti Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/ Kegiatan Output . Dana ng Kineda Pagu Indikatif {Rp.)
Kode Kegiatan/ Sub Kegiata Program Keluasan Sub Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan n Kegiatan Kegiatan
T.
Sebel | Sesud | Sebelu | Sesuda | Sebelu | Ses Sebelum Sesudah Tolok Ukur _ { Targt
um ah m h m udah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
slo KEUANGAN 428109930479 438,061,206.412 513,686.024,585
2
5]o0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16,569,838,979 16,569,838,979 21,981,952,085
2 |1
SJ]o0jo| 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57,096,000 $7.096,000 91,540,000
2 1 01
Persentase Jumiah dok Meningkatny Persentase
pemenuhan penganggaran OPD | Kuafitas pemenyhan
peaunjang yang di Py penunjang
urusan Jumizh dokumen dokumen urusan
pemeriniahan Perencanaan OPD perencanaan, pemerintaha
Penyusunan daerah dalam yang disusun penganggaran, kab. n daerah
olo 2, Dokur?en setahun dm E'\BIHBSI Ngam, 4 Dok 4 Dok 190 dal:)rn .
S 2111° Perencanaan kinefaOPDyang | Ngawi, | 0% 0% 11 Ooi 11 Dok 100 % % 9.250.000 9,250,000 setzhun 0% 9.250.000
1 Perangkat disusun tepat Ketang %
Daerah wakty gi
Perseniase Meningkatnya Pefsentase
pemenuhan Kuattes pemenuhan
penunjang Persentase penunjang
urusan dokurnen urusan
pemenintahan perencanaan, Da pemerintaha
Evaluasi daerah dalam penganggaran, Kab. T M P ndaerah
oloe 2. “.a:' setahun Jumniah laporan dan evaluasi Ngawi, 100 u';":_' datam
L I I M'G"‘"ngm dokumen kinerja kinejaOPDyang | Ngawi, | 0% 0% 6 Dok 6Dok | 100% % 47,846,000 47,846,000 Dan‘; setahun 0% 82,290,000
1 Daesah OPD yang disusun ‘;di:hsun tepat K.etang Aokasi
] gi
Umun:
SJlojo}|2 Ad i Kecangan Perangkat Daerah 14,310,069.079 14.310,069,079 19,693.416,685
2111} 02
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Persentase Jumiah Dokumen Persentase Persentase
pemenuhan Pengajuan Gajidan | Tingkat Kualitas pemenuhan
penunjang Tunjangan ASN dan | Pengelolaan penunjang
unssan Non ASN yang Keuangan dan urusan
pemerintahan disusun Barang Milik Kab, 1120 1120 D3na pemerintaha
2 Penyediaan daerah dalam Jumiah Pembay Daerah, Kategori Nga.wi Orang Orang Transfer ndaerah
g e | Sl setahun Gafi dan Tunjengan | Tertity Ngawi, | 0% 0% % 2 100 % 100 14,303,312,079 14,303,312079 | Ymum™- datam 0% 15,686,659,685
2 unjangan ASN Keta Dokume Dokume % Oana setahun
ASN €1ang Alokasi
9 n " Umum
\
Koord Py Jumiah Laporan Persentase Persentase
dan p ) K gan Bul. Tingkat Kualitas pemenuhan
Peny penunjang yang di Pengelolaan penunjang
Laporan urusan Jumiah Laporan Keuangan dan Dana urusan
s Keuangan pemerintahan Keuangan Barang Milik Kab. 48 a8 Transfer pemerintaha
3 Bulanan/Triw# | daerah dalam Semesteran yang Daerah, Kategori | Ngawi, i n daerah
31910 |5 | wamam setaun disusun Tertib Noawi, [ 0% | 0% Froen [ eorn |y | 20 6.757,000 6757000 | pmum dalam 0% 6:757.000
2 femesteran Ketang taporan | Lapotan Aokasi setahun
SKPO g Umum
0jl]0]2 Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 208,709,250 208,709,250 66,824,000
2 1 0S
Persentase jumiah Pakaian Persentase Persentase
pemenuhan :;tﬂikryang Tingkat Kualitas gemenuhan
penunjong ibeli/diadak P ol penunjang
urusan Jumtah pakaian Ka;'-gm dan urisan
pemerintahan dinas yana Barang Milik 80 80 pemerintaha
Pengadaan daerah dalam dibefi/diadakan Daerah Kategori | o0 Potong Putang Oana n daerzh
2 Pakdian Dinas | setahun Jjumiah pakaian Tertib Ngawi, 240 240 Transfer dalam
91910 |9 Beeme olah raga yang Ngaw, | 0% 0% Meter | Meter | 200% | 1 71,058,750 71088750 | U™ setahun 9% 0
2|1y |2 Aba dibeli/diadakan Ketang sostel | 80Stel * Dana
Kelengkapann Jumiah sepatu 4 o 80 Alokasi
¥y olahraga yang Umum
dibeli/diadakan pxang | pasang
0|10 |2 | 0] Pendidikan Persentase Jumiah ASN yang Persentase 150 130 Persentase
211109 9 [ donPelathan | pemenuhan mengikuti diklay/ Tingkat Kualitas Orang Orang pemenuhan
S Pegawai penunjang Sosialisasi/Bimiek Pengelolaan Kab, 2 Kalif 2 Kalif Transt penuniang
Berdasarkan | unusan Jumiah Ditdat Keuangan dan Ngawi, 100 . um o urusan
Tugas dan pemerintahan pelatihan yang Barang Milik Ngawi, | 0% 0% 100% % 137,650,500 137,650,500 um"lm' pemerintaha 0% 66,824,000
Fungsi daerah dalam . diadakan Daerah, Kategori Ketang : n daerah
setahun Yertib g Alokasi datam
Umum setshun
0jo |2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495,146,350 495,146,350 445,104,500
211|086
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0|02 |0 | Penyed P P Persentase Persentase
211]o 1 | Komp p h Py h Tingkat Kualitas pemenuhan
6 Instalasi penunjang Kebutuhan Pengelolaan Xab. T°°"° ] penunjang
Ustrik/Penera | urusan Komponen Instalasi | Keuangan dan Ngawi, 100 U';"’ e urusan
ngan pemeriniahan Uistrik / Penerangan | Barang Mifik Ngawi, | 0% 0% 100 % 100% 100 % % 5,032,350 5,032,350 Daf:"' pemerintaha | 0% 16,500,000
Bangunan daerah dalam Doerah, Kategori | Ketang Alokasi n daerah
Kantor setahun Tertib gi Ummum dalam
setahun
0 |J]o| 2 G | Penyediaan Persentase Persentase Persentase
211160 2 | Peralatandan | p h Tingkat Kualitas pemenuhan
6 Perengkap penunjang Pengelolaan Kab, ,?mtm penunjang
Kantor unzsan Pessentase Keuangan dan Ngawi, 100 Ur:\num~ urusan
pemerintat . h Basang Milik Ngawi, | 0% 6% 100 % 100% 100 % % 132,012,000 132012000 | pemerintaha | 0% 100,000,000
daerah dalam kebutyhan ATK Daerah, Kategor Xetang Alokasi n daerah
setzhun Tenib gi v 3 dalam
mum setahun
Persenmtase Jumiah air isi ulang Persentase 100 100 Persentase
pemenuhan yang disediakan Tingkat Kualitas Galon Galon pemenuhan
penunjang Jumiah Makanan Pengelotaan 5000 5000 penunjang
urnsan yang di sediakan Keuangan dan Kotak Kotak Dana urysan
Penyediaan pemerintzhan Sumiah minuman Barang Milik Kab. 1500 1500 Transfer pemerintaha
olo 2. o | gatan daerah dalam bota! yang Daerzh, Kategori | Noawi, Botoy/ Botol/ 100 Urmam n daerah
2111° 4 | Logistix setahun disediakan Tenib Ngawi, | 0% 0% Dus Ous 100 % % 37,668,000 37,668,000 Dana dalam 0% 33,485,060
6 Kantor Jumiah.Min}'man K?ung 250 Dus 250 Dus Alokasi setahun
yang di sediakan gi Umum
Peayed: Per Jurrdah Barang Persentase Kab. Dana Persentase
Barang pemenuhan yang di cetak Tingkat Kuaiitas Ngawi, Transfer pemenuhan
Cetakandan | penunjany Jumiah barang Pengelol Ngawi, 50000 50000 Umum- penunjang
olol? o Penggandaan vrusan yanq digandakan Keuangan dan Ketang Lembar Lembar 100 Dana urusan
21119 |5 pemeriniahan Jumiah Barang Milik gi 0% 0% 50000 S0000 100% % 98.451,000 98,451,000 | Abdeasi pemerintaha | 0% 31,045,500
6 daerah datam idan/publikasi Daerah, Kategon Lemibar Ltembar Umum n daerah
setahun media cetak Tenib 10 Kali 10 Kali dalam
setahun
Penyedi Py Jumlzh Buku Persentase Persentase
Bahan Bacaan | pemenuhan Peraturan Tingkat Kualitas pemenuvhan
dan Peraturan | penunjang Perundang Pengelolaan Dana penunjang
2 Perundang- unisan undangan yang Keuangan dan Kab. 5 Buku S Buku Transfer urusan
o|e¢ 0 dang p h disediak Bazang Mifik Ngawi, 5 s 100 Umum- pemerintaha
z2(11° 6 doerzh dalam Jumish Surat Kabar | Daerah, Kategori | Noawi. | 0% 0% Eksemp! Eksempla 100 % % 111,325,000 111,329,000 Dana n daerah 0% 139,073,000
6 setzhun Yang di sediakan Tertib Ketang ar ' Alokasi dalam
L setahun
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Persentase Jumiah Rapat- Persentase Persentase
pemenuhan Rapat Koordinasi Tingkat Kualitas pemenuhan
penunjang dan konsultansi Pengelolaan penunjang
, unusan dalam yang Keuangan dan urusan
m“‘fga' pemetintzhan dihadir/Dikuti Basang Milik Kab. 1?::1‘3; or pemerintaha
olol? |o wizg daerah dalam Jumiah Rapat- Oaerah, Kategori | Ngawi, 200kali | 200 Kal 100 iy ndaerah
211 1¢ 9 | dan setahun Rapat Koordinasi Tertib Ngawi, | 0% 0% 200 Kali 200 Kabi 100% % 110,654,000 11€.654,000 Dana dalam 0% 125,000,000
6 o . dan konsultansi Ketang 4l ! setahun
nsultasi ! Alokasi
SKPD keluar yang g Umum
dihadiri/Diikuti
0o |2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 181,593,400 181,593.400 413,000.000
2 1 07
ojo |2 0 | Pengad Pessent Meningkalnya Persentase
21106 |1 | Kend F h Yualitas Dana pemenuhan
7 P 9 penunjang Pemenuhan Kab, Transfer penunjang
Dinas atay urusan Jumtah kendasaan Barang Milik Ngawi, 100 Umum- urusan
Kendaraan pemerintahan jabatanyang daerah Dalam Ngawi, | 0% 0% 1Unmt 1 Unit 100% % 0 0 Dar: pemertintaha | 0% 350,000,000
Dinas Jabatan | daerzh dalam diadakan Setahy Ketang | n daerah
setahun gi Glokasl dalam
mum setahun
0jo |2 [ Persentase Meningkatnya Persentase
21110 H pemenshan Kualitas pemenvhan
7 penunjang Pemenuhan Kab. Dana penunjang
unusan Sumiah belair Barang Milik Ngawi, Transter urusan
Pengadaan ul meu! 100 Umum- :
pemenntahan yang daerah Dalam Ngowi, | 0% 0% 8Unit 8 Unit 100% % 0 [\] Dana pemerintaha | 0% 30.000.000
Mebel daersh dalam dibeli/diadak Setahy Ketang n daerah
setatan gi ‘U“r‘uo l“:j dalam
i setahun
010 |2 0 Persentase Meningkatnya Persentase
2 1 1] 6 pemenuhan Kualitas o pemenuhan
7 penunjang Pemenuhan Kab. T ”:’, penunjang
Pengadaca yrusan Sumiah peralatan Barang Mifik Ngawi, 100 U’:w:: urysan
Perdlatandan | pemerintahan kantor yang daerah Calam Ngawi, | 0% 0% 30Ut 30 Unit 106 % % 167,092,400 167.093.400 Dana pemerintaha | 0% 30,000,000
Mesin Lainnya | daerah ddlam diadakan Setzhun Xetang Alokasi n daerah
setahun gi dalam
Umum setshun
0 ]|o}2 11| Pengadaan Persentase Jumiahsaranadan | Meningkatnya Persentase
2110 0 | Saranadan p h P ged Kuafitas pemenuhan
7 Prasarand penunjang kantor dan Pemenuhan Kab. Dana penunjang
Gedung unsan bangunan lainnya Barang Milik Ngawi, 100 ;I’Jransfer urusan
Kentor atau | pomerintahan yang diadakan doerah Dolam Ngawi, | 0% 9% S Unit S Unit 100 % % 14,500,000 14,500,000 D;““a’“' pemerintaha | 0% 3.000,000
Bangunan  _| daerah dalam Setahun Ketang X n daerah -
Lainnya setzhun : gi U‘ dokasi dalam
mum setahun
ojo]2 Peryediaan lasa Penunjang Urssan Pemerintahan Daerah 1.116,604,900 1,116,604,900 1.068,166,900
2 1 o8




0]2 0 | Penyedi Per Jumlzh surat yang Persentase Persentase
110 1 | fasaSurat pemenuhan diirim Tingkat Kualitas Dana pemenuhan
8 Menyurat penunjang Pengelolaan Kab, Teansfer penunjang
urysan Keuangan dan Ngawi, 400 400 100 Umum urysan
pemerintzhan Rarang Mitik Ngawi, | 0% 0% Su. s 100% % 2,500,000 2500000 | s pemerintaha | 0% 2,800.000
derah dalam Deerah, Kategori | Ketang rat ural A ';a " n daerah
setahun Tertib ) " oxazt dalam
mum setahun
Jumiah Jasa Sewa
Hosting / VPN yang
dibayar
Jumiah
pemasangan daya
Bstrix
Jumiah 0 Paket
penambahan daya 0 Paket
Lstrik 0 Paket
Sumiah rekening air 12 0 Paket
. 0 Paket
yang dibaya Rekenin | 0 paket
Jumilzh rekening q Persentase
Porad: e fistrik yang di e 12 12 Dana pemenuhan
Peny p Tingkat Kualitas Kab. Rekening N
| bayarkan R Rekenin Transfer penunjang
2 Jasa lolaan awi 12
ol |o - penun;ang Jumlah rekening Penge Ngavw, 9 . 100 - Umum- urusan
) Komunikasi, urusan h Kevangan dan Ngawi, | 0% 0% Rekening | 100 % . 447,443,060 447,443,000 N 0% 459,778,000
1 2 telepon yang di " 36 % Dana pemerintaha
8 Sa..rmber l:)ay.a pemerintahan bayarkan Barang Mitik ) K'ntang Rekenin 36 ) Alokasi n daerah
Airdan Listrix | daerah dalam Jumiah rek internet Daefah, Kalegori | g 9 Rekening Umum dolam
setzhun yong dibayarkan | Tertid 2 ;2k i setahun
Sumiah Web Rekenin 1; ening
Hasting yang di 9 X
bayar 12 Rekening
Rekenin
9
Jumiah alat 103 103 Buah
kebersihan yang Buah 25 Buah
dibeli 25 Buah 008
Jumiah bzhan 008 24
kebersihan yang 24 arang/
dibeli orang/ bulan Per
Jurmiah bulan oos rsemtase
Perseniase A Persentase
Penyediaan | pemenuhan pembayaranjasz | e Kustitas | Kab. oos ?a""f pemenukan
2 Josa Peralatan | penunjang keamanan Pengelolaan Ngawi, 100 Utans er penunjang
Yo {3 ]dn urusen i Keuangandan | Ngawi, | 0% 0% 100% | 98,541,900 93541900 | YUmum- urusan 0% 22932000
8 Perlengkap pemerintahan pembayaran jasa 8zrang Mitik Ketang cal ; '," . :e'l"e'",“a’“
Kantor daerah dalam kebersihan Daerah, Kategori | gi u dala
setahun Jumbah Testib i "y
pembayaran jasa setahun
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Persentase Jumizh Pembayaran | Persentase Persentase
pementthan Honor {fumiah Tingkat Kualitas pemenuhan
penunjang Orang x Bulan) Pengelotaan Dana penunjang
2 Perwediaan urusan Jumiah Pembayaran | Keuangan dan Kab. R Transfer urusan
olo 0 | sas2 pemerintahan tembur Jumiah Barang Milik Ngawi, 1408 114 08 100 Umum- pemerintaha
2 1 g 4 Pelayanan daerah dalam Orang x Hari) Doerah, Kategori x&wl 0% 0% 177120 1771204 100 % % 568,120,000 568,120,000 Oana n daerah 0% 582,656,900
Umum Kantor setahun Tertib f ang Alokasi dalam
9 Umum setahun
¢ joj|2 Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200,620,000 200,620,000 203,900,000
21110
Penyediaan Persentase Jumiah kendaraan Persentase Kab. Dana Persentase
Jasa pemenvhan . jabatan yang Tengkat Kualitas Ngawi, Transfer pemenuhan
Pemetiharaan, | penunjang pajakny Pengelot. Ngawi, Umum- penunjang
Biaya urusan Jumlah Keuangan dan Ketang Dana urusan
oo 2. ° Pemeliharaan | pemerintahan pemeliharaan Barang Milik gi 1 Uity 1Unit/ 100 Alokasi pemerintaha
2 l1l?° o Pajak daerzh dalam kendaraan jabatan Daerah, Kategori 0% 0% Tahun Tahun 100 % % 16,000,000 16,000,000 | Umum n daerah 0% 17,000,000
9 Kendaraan setahun Testib 1 Kali 1 Xali dalam
Perorangan setahun
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Penryedi Per Jumiah kendaraan Persentase Kab. Dana Persentase
Jasa p h jab yang Tingkat Kualitas Ngawi, Transier pemenuhan
Peneliharaan, | penunjong dibayar pajaknya Pengelolaan Ngawi, Umum- penunjang
Biaya unssan Jumiah Keuangan dan Ketang Dana uiusan
oo |2 |o]Pryk poi daefahdaia %endaraan Daerzh n::r& ¢ 39Uait {39 Unit 00 U . dae:::aha
dan m , Kategori i s 1 mum n
201 g 2 | Perizinan setahun dinasfoparasioral Terub 0% 0% :atl::‘. / ;;;:: / 100% % 28,900.000 28.900,000 datam 0 % 18,900,000
Kendaraan setahun
Oinas
Operasional
ey
L o
0jlo| e 0 | Pemeliharaan | Persentase Persentase PENDAP Persentase
2i11]0 5 | Mebel pemenuhan Tingkai Kualitas ATAN pemenchan
9 perunjang Pengelolaan Kab. TRANSFE penunjang
urusan Jumish Keuangan'd‘kan Naawi 100 ga urusan .
pemerintahan Barang Mili N - " na pemerinicha
daerah dtam ::emﬁharam Doerah, Kategosi Ngawi, | 0% 0% 15Kafi 15 Kali 160 % x 0 0 Teansfer n doetah 0% 18.000.000
setahun eube Tentib #1209 Umum- dalam
¥ Dana setahun
Alokasi
Uinum
0jJoj]2 [} Persentase Persentase ‘Persentase
2]1]o0 6 pemenuhan Tingkat Kualitas Dpa pemenuhan
9 penunjang Pengelolaan Kab. Tra:::fer penunang
Pemetthoraan | urusan Jumiah Keuangan dan Ngawi, 100 ) Um;'xm- urusan
Peralatandan | pemerintahan pemeliharaan Barang Milik Ngawi, | 0% 0% 45 Kali 45 Kali 100 % % 14,720,000 14720000 | pemerintzha | 0% 30,000,000
Mesin Lainnya | daerah dalam peralatan kesja Daerah, Kategori | Ketang A f";ﬁ n daerah
setahun Tentib gi 5 r:um dalam

setahun
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Umum

oj10]2 0 | Pemeliharaan | Persentase Jumlzh sarana Persentase 0 Unit 0 Unit Persentase
2f111}]0 9 | Reho bittasi pemenuhan kantor yang Tingkat Kualitas 300 M2 300 M2 pemenuhan
9 Gedung penunjang dipetihara Pengelolaan Kab. ll?ana . penunjang
Kantor dan urusan Luasan gedung Keuangan dan Ngawi, 100 U';:sr:' urusan
H Bangunan pemerintahan kantor yang Barang Milik Ngawi, | 0% 0% 100 % % 141,000,000 141000000 ( o pemerintaha | 0% 120,000,000
tainnya daerah dalam dipefihara Dzerah, Kategori | Ketang Alokash n daerah
setahun Tentib gi Umum dalam
setahun
slojo PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 408,654,375,350 418,605,651.283 488,362,072.5
2|2 00
sjolo]2 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Angjaran Daerah 1,682,853.850 1,682.853,850 1.102,512,500
2|12 |0
Persemase Jumish Dokumen Persentase 94 94 Persentase
Dokumen KUA dan PPAS Tingkat Kualitas Dokume Dokume Dokumen
Penetapan APBD | yarg di Fengelol n n Penetapan
Keordinasi dan P-4PBD Persentase Belanja | Keuangan, Kab. 10% 10% Oana APBD dan P-
2 dan yang ditetapkan Keschatan Kategori Tertib Ngawi, 20% 20 % Transfer A'PBD yang
5 g g 0 | 9| penyusunan | tepatwaiu Perentase Belanja Ngawi, | 100% | 100% 100% 100 118,277,500 118277500 | Ymum- ditetapkan | 1554 108,437,500
1 I | yuAdan Pendidikan. Ketang % Dana tepat waktu
N Alokasi
PPAS g Umum
Koordi P Jumiah Dokumen Persentase Persentase
dan Dokumen Perubahan KUA Tingkat Kualitas Dckumen
Peny Penetapan APBD | dan PPAS yang Pengelolaan Penetapan
Perubahan dan P-APBD disusun Keuangan, Dona APBD dan P-
KUA dan yang ditetapkan Persentase Belanjo Kategori Tertib Kab, 94 94 Transfer APBD yang -
olo 2. ° Perutahan tepat wakiy Kesehstan . Ngawi, Dokume Dokume 100 Urnum- ditetapkan
5 2 2 0 2 PPAS Persantase Belanja Kegawi, 1600% 100 % n n 100 % x 100,300.000 100,300.000 Dana tepat waktu 100% 95,260.000
1 Pendidikan Keiang 10% 10% Aokasi :
g 20% 20% Umum
0o |2 0 | Xoordinasi, [ Persentase Persentase
2]12]o0 3 | Peny Do Tingkat Kualitas Dokumen
i dan Verifikasi | Penetapan APED Pengelotaan Kab. 'T’“‘"‘ . Penetapan
RKA-.SKPD dan P-APBD Jumiah Dokumen Keuangan, Noawi, a7 a7 100 U”“‘ er APBD dan P-
5 yang ditetapkan | RKA SKPD yang KategoriTertib | Ngawi, | 100% | 100% | bokume | Dotume | 200% % 20,550,000 20550000 | e APBCYyang | 100% 25,350,600
tepat waktu disusun Ketang n n na ditetapkan
gi Alokasi tepat waktu
Umum
¢ |0 ]2 |0 | Xoordinasi Persentase Jumiah Dokumen Persentase - Persentase
2l21o 4 | Penyusunan Dokumen Penyusunan dan Tingkat Kuaiitas Dokumen
1 danVerifikasi | Penetapan APBD | Verifikas Fengelolaan Kab. ?"“ . Penetapan
Pesubahan dan P-APBD Perubahan RKA- Keuzngan, Ngawi, 25 235 100 Uy APBO dan P-
S RKA- SKPD yang ditetapkan | SKPOyeng disusun | Kategori Tertib Ngawi, | 100% 100 % Dokume | Dokume | 100% oy 28,839,000 28,830,000 Da":a APBD yang 100% 38,430,000
tepat wakty Ketang n n . ditetapkan
g tepat waktu
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9j10]2 0 | Xoordinasi, Persentase Jumiah Dokumen Persentase 47 47 PENDAP Persentase
21240 |5 | peny Dok DPASKPDyangdi | Tingkat Kualitas Ookume | Dokume ATAN Dokumen
1 dan Verifikasi | Penetapan APBD | susun Pengelotaan Kabh. n n TRANSFE Penetagan
DPA- SKPD dan P-APBD Jumiah Dokumen Keuangan, Ngawi, 47 47 200 R APBD dan P-
S yang ditetapkan DPA SKPD yang Kategori Tertib Ngawi, 100 % 100 % Dokume Dokume 100 % % 0 0 APBD yang 100 % 64,973,750
tepat wakiu diverifikasi Ketang n n ditetapkan
g tepat waktu
Koordinasi, Persentase Jumiah Dokumen Persentase Persentase
Peny Dok Perubahan DPA Tingkat Kualitas Dokumen
dan Verifikasi | Penetapan APBD | SKPDyangdisusun | Pengelolaan 47 47 Penetapan
, Perubahan dan P-APBD Jumish Dokumen | Keuangan, Kab. Dokume | Dokume PENDAP APBD dan P-
oalo]|? |o | oeaskeo yang ditetapkan | Perubahan DPA Kategori Tentip | Ngawi, ATAN APBD yang
JHHERE tepat waku SKPD yang Nowi [ 100% Ji00% |0 o w00% | 2% 3 o | TRansre dietopkan | 100% $5.728.750
diverifikasi Ketang Dokume | Dokume R tepat waktu
g n n
Koordinasi Jumlah Dokumen Persentase
dan informasi keuangan Dokumen
Penyusunan daerah yang dapat Penetapan
Peraturan di akses publik APBD dan P-
Daerah Jumiah Dokumen APBD yang
Tentang APBD yong disusun R ditetapkan
dan Peraturan (Dokumen Perda 1 1 Dana tepat waktu
K Persentase dan perbup APB "
epala Ook p Perbup APBD) | porcantace Kab. Dokume | Dokume Transier
olo 2 2 Oaerah by APBD """H,' Tingkat Kuafitas Ngaw, n n 100 Umum-
L4 0 'ang renetap Pemeliharaan Pengelolaan Ngawi, | 100% [0 |2 2 100 % 765,059,350 765.059,350 100% 508,587,500
212 [y [7 ] Penjsbaran dan P-APBD Jasingan Dan server | yo anan ¥etang Dokume | Dokume * Dana . -
APBD yeng ditetapkan | yang di laksankan Kategeri Tertib N : Alokasi
tepat waktu egen i= ® " n Umum
1 Paxet 1 Paket
Koordinas: Sumiah Dokumen Persentase
dan informasi keuangan Dokumen
Penyusunan daerah yang dapat Penetapan
Peraturan di akses publik APBD dan P-
Deerah Jumiah Dokumen APBD yang
tentang yong disisun 1 1 ditetapkan
Perubshan Dokumen iDokumen Perda Persentase Kab. Dokume | Dokume ?:;‘“ tepat waktu
olo]? 0 APBD dan APBD danperbup APBD) | Tingkat Kuatitas | Ngowi, n n 100 Umum-
5 212 0 8 Peraturan dan P-, APSDI jumiah Pengelotaan Ngawi, | 100% 100% 9 9 100 % % 649,837,000 649,837,000 Dzna 100 % 144,245,000
1 Kepala Femeltharaan Keuangan, Ketang Dokume | Dokume .
- . Doerah yng ditetaplen | oy Kategori Teit | ob a n Alokasi
tepat waldu egon ¢ . . Unum
tentang 3 kali 3 kali
Penjabaran
Perybahan
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Yononerd '

2 Sumiah Dokumen Persentzse Persentase
dan Cokumen $8U yang disusun ingkat Kualitas Dokumen
Peny P pan APBD | Jumlah Koordinasi P lol Penetapan
Regulasi serta | dan P-APBD Penyusunan Keuangan, Kab. Dana APBD dan P-
2 Kebijakan yang ditetapkan regulasi serta Kategori Tentib Ngawi, 2 2 Transfer APBD yang
0o |g [0] skng tepat waktu kebijakan bidang Ngawi, | 100% | 100% | Doume [ Ookume | oo 100 e o | Umum- ditetapkan | 3004 61,506,000
212 ], |9 | Anggaran anggaran yang Ketang n n % Oana tepat waktu
dilaksanakan i 4 Kali 4 Kah Alokasi
9 Umum
Urysang Indikator Kinetja Rencana Tahun 2022 Catat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
3::;?, Capaian Program w.eluaran Sub Hasil Kegiatan | Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber p::“ !’arget l(ebutuhgn pana/
Programy Kegiatan Output Dana ng Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Kode Kegiatan/ Sub Kegiata Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja
Kegiatan n Program Keluaran Sub Hasit
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur T
Sebel Sesud 1] Sesuda Sebelu Ses Sebetum Sesudah arget
um ah m h m udah
0]o0o ;2 Koordinasi dan Pengelolazan Perbend. Daerah 667,808,000 667,808,000 §55,960.000
2|2 |02
Koordinasi Persentase Jumiah Laporan Persentase Kab, Dana Persentase
dan kelepatanwaktu | Posisi Kas Harian Tingkat Kualitas Ngawi, Transfer ketepatan
2 Pengelolaan redfisasi di Pengelol Ngawi, 264 264 Umum- waklu
21510 $ | XasDamah | anggaran kD m;;’igg“ Kang :f""’ 8% | 85% tpoan | Laporan [ 1065 | 20 214416000 24416000 [ 502 :;";::‘an 85% 102:568.000
2 (ateg 67% 6.7%
Umym SKPO
Juralah Laporan Persentase
Sisa Lebih ketepatan
Perhitungan waktu
Anggaran tahun realisasi
olas Sebetumnya yang anggaran
Peng n disusun " Dana SKPD
2 Siza iLebih Persertase Persentase SILPA { .I:.. ase Kab. . 2 2 Transfer
. . . N ingkat Kualitas Ngawi, y
o]o ° 0o |F g p wakty sudah termasuk Pengelolaan Naawi 85% 85% Laporan Laporan 100 % 100 0 o Umum- 859% o
2|2|, |2 | anggawan reafisasi jumizh laporan Yeo Ko 67%15 | 67%15 % Dana
Tahun anggaran SKPD | sitpa) Koteacs Tertib N % % Alokasi
Sebelumnya Persentase SILPA e 9 Umum
tethadap APBD
Penyiapan, Persentase Jumiah $920 yang Persentase 14500 14500 Persentase
Pela) ketepatanwaktv | dierbitkan Tingkat Kualtas Keh Surat Surat Dana ketepatan -
olo 2 0 Pengendalian | realisasi’ Jumiah SPO yang Pengelolaan Nazwi 188 188 Transfer wakty
dan anggaran SKPD diterbitian Keuangan, ; Surat Surat 100 Umum- realisasi ”
2 |2 g 3 | Penertitan JumishSPMyang | Kategori Testib Ng““ o 85% 85% 14500 14500 100% % 246,899,000 246895000 | onp anggaran 85% 246,899,000
Anggaran Kas ditefiti Surat Surat Alokasi SKPO
dan SPD g Umum
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Koordinasi, Jumiah Laporan Persentase Persentase
Fasilitasi, dan koordinasi Tingkat Kualitas ketepatan
Asistensi, Dana Transfer yang | Pengelolaan waktu
Sinkronisasi, disusun Keuangan, realisasi
Supervisi, Jumlah LKT Kategori Tertib anggaran
Manitoring Laporan Konfirmasi Xab, Dana SKPO
2 dan Evaluasi Persentase Transfer ) Nga'wi 30 30 Transfer
g g 0 Pengelolaan | ketepatan waktu Ngawi, | 85% | 8s% Laporan | Laporan | o0, 100 24,165,000 24165000 | U™ 8% 24,165000
2 Dana realisasi Ketang 4 4 % Dana
Perimbangan anggaran SKPD N Laporan Laporan Alokasi
dan Dana g Umum
Transfer
Lainnya
Koordinasi Jumiah dekumen
dan sisdurfjuknis
Penyusunan penatausahaan
Lapnran yang disusun
Realisasi Jumlah Laporan
Penerimaan Gaji ASN, PPPK
dan Jumiah laporan Kas
Pengeluaran dan Perkiraan
Kas Daerah, Belanja yg disusun
Laporan Jumiah Pempinaan
Aliran Kas, SKPD
dan Jumiah Rekonsiliasi 2 1
Pelaksanaan Gaji ASN, PPPK dokune dokume
Pemungutan/ Jumiah SXPP yarg n n
Pemo tongan diterbitka, P Kb, 12 12 Dana Pessentase
ol 2 dan Persemasem Persemase Belanja Tingkal Kualitas . taparan laporan Transfer ketepatan
toran ketepatan u Fegawadi o var 9 - 12 12 100 - Umum- waktu
2 |2 (2> m‘m&" reatisaci Guto dan Tnoga n Ngawi, | 95% 85% laporon | taporan 100 % oy 160,179,000 160170000 | realisasi 85% 160,170,000
Fihak Xetiga anggaran SKPD Kesehatan terhadap Kat@ogri Te;tib wang 4 Kali 4 Kali Alokasi anggaran
PF Jumiah APBD g 4Xali 4 Kaii Umum SKPD
450 450
Surat Surat
5% 25%
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Jumiah Rekonsiliasi
BKU yang
Dilaksanakan
Jumiah Rekonsiliasi
. DTH/RTH
Rekonsiliasi dilaksankafng
Data Jumiah Rekonsiliasi
::neunmn Posisi Kas dengan
n Bank Jatim yang " . Dana Persentase
Pengeluaran Persentase dilaksanakan Persentase ] Kab. ) 4 Kaln. 4 Kah. Teansfer ketepatan
olo 2 o Kas serta ketepaton wokty | Jumish Rekonsilasi Tingkat Kualitas Ngawi, 12 Kali 12 Kali 100 Umum. wakiu
2|2 (2) g ::munguian realisasi P} Fungsional Pengelolaan Ngawi, | 85% 85% 264 Kali 264 Kali 100 % % 22,158,000 22,158,000 Dana realisasi 85 % 22,158,000
n laksanaka Keuangan, Ketang 4 4 .
Pemotongan anggarin SKPO yang di " Kategori Tertib gi Laporan Laporan Slokasn anggaran
mum SKPD
Alas SP2D
dengan
Instanst
Terb it
00| 2 Koordinasi dan Pela) Ak i dan Pelap K Daerah 824,079,000 824,079,000 975,600,000
2210
o0jo] 2 0 | Koordi P Jumiah pelaksanaan | Persemtase Kab. 100 % 100 % 168 Kali 168 Kali 100 % 100 105,310,000 105,310,000 Oana Persentase umen 125,400,000
21210 1 )} Pelaksanaan dokume koordinasi Tingkat Kualitas Ngawi, 564 Kali 564 Kali % Transfer dok. ban
3 Akuritansi pertanggungiaw [ akuntznsi Pengelolacn Ngawi, 14000 14000 Umum- pertanggungj | BD
Penerimazn aba pelaksanaan | Penerimaan Kas Keuangan, Ketang Kali Kali Oana owd 21,00
dan APBD yang Daerahyang Kategori Tertib g Alokasi pelaksanaan %
Per.geluaran disusun tepat dilaksanakan Umum AP yang - ai
Kas Daerah " waklu dan sesudi | .n disusun te
SAP wlurniah waktu dan
pelakeanaan’ sesu SAD
koordinasi
akuntansi
Pengeluaran Kas
Daerah yang
dilaksankan
Jumizh Vesifikasi
dan Pengujian atas
Bukti Memoial
yang dilakukan
Rekonsifiasi P Jumizh Persentase Kab. Dana Persentase umen
dan Verifikasi | dokume npelaksanaan Tingkat Kualitas Ngawi, Transfer dok ban
Aset, nRekonsiliasi Pengelolzan Noawi, - Umum- pertanggungj | *1°00
Kewajiban, aba pelaksanaan | Realisasi Keuangan, Ketang Dana awa %
olol2 0 Ekuitas, APBD yang Pendapatand. Kategori Testib g 00 Atokasi pelaksanaan pat
Pendapatan, disusun tepat Belanja Serta 1 Umum AP yang ai
a2 g 2 | selania, waltu dan sesuai | Pembiayoan yang 100% 100% 612 Kati 612 Kafi 100 % % 121.560,000 121,560,000 disusun te 126,700,000
Pembiayzan, SAP dilaksanakan waktu dan
Pendapatan- sesu SAP
LO dan Beban
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we N

Konsolidasi
Laporan
Keuangan
SKPD, BLUD
dan

Laporan
Keuangan
Pornerintah
Daerah

Persentase
dokume
pertanggungjaw
aba pelaksanaan
APBDyang
disusun tepat
waktu dan sesuai
SAP

Jumlah Ookumen

yang dapat di 2kses
publk thd informas
keuda

i

an

Persentase
Tingkat Kualitas

Jumlah K lidasi

Laporan Keuangan
SKFD, BLUD dan
taporan Keuangan
FEMDA yang disusu
Sumiah Laporan
Pestanggungjawaba
Pelaksanaan APBD
sBulanan Triwulana
n dan Semesteran
yang disusun
Jumish Pubfikasi
yang dilaksanakan
untuk Transparasi
dan Partisipasi Fubl
Persentase Devisi
Realisasi Belanja
Tethadap Belanja
Totz) Dalam APBD
Persentase Program
Kegiatan yang tidak
terlaksasa '
Rasio anggaran sisa
thd 10121 belanja
dalam APRD tahun
sebelumnya

TEy

Keuangan,
Kategori Tertib k

Kab.
Ngawi,
Ngawi,

100 %

Dokume

67
Laporan
170
laporan
1 Kali

10%
01%

90,386.000

90,386,000

Dana
Transfer
Umum-
Cana
Alokasi
Umum

Persentase
dok
pertanggungj
awa
pelaksanaan
APyang
disusun te
waktu dan
sesu SAP

umen
ban
81000

pat

144,500,000
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Koordinasi
dan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungj
awab an Persentase i:anﬂah Dokuman ::rksenlase
Pelaksanaan dokume ncangan Oana . | umen
APED Provinst | pertanggungjaw Peratura "Daerah nPersentase Kab. R Transfer pentangguig) ban
olo|? Jo]am aba pelaksanaan | dan Tingkat Kualitas | Ngawi, 9 K 100 Umum- awa *1%0
0 Pengelolaan Ngawi, | 100% 100 % Dokume | Uokume | 100% 136,325.000 136,325,000 pelaksanaan 174,000,000
2|2 3 S { Rancangan APBD yang RanperbupTentang nKeuangan, P o % Dana AP %
Peraturan disusun tepat Pertanggungjawaba Kat onng tib cang Alokasi di y:nngl pat
Kepala waktu dan sesuai | Pelaksanaan APBD egon Tert 9 Umum isusun te ai
Doerah SAP Kab waktu dan
tentang sesu SAP
Penjabaran
Pertanggungj
awab an
Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/K
ota
Peny P "Jumish Dokumen Persentase Kab. Persentase umen
Analisis dokume "Analisis Laporan Tingkat Kuafitas Ngawi, dok ban
Laporan pertanggungjaw | Pertanggungjawaba | nPengelotaan Ngawi, pentanggungj | *1%00
Pertanggungj | aba pelaksanaan | Pelaks: APBD Keuang. Ketang awa %
2 awab an APBD yang yang disusun Kategori Tertib g 2 2 . pelaksanaan pat
S 9o [0 ] Pasoncan | disuntepar 100% | 100% | Doume | Dokume | 0% | 1% 58,372,000 58372000 | DM cHT AP yang ai 28,600,000
3 AFBD waktu dan sesuai n n % disusun te
SAP waktu dan
sesu SAP
Peny P Jumiah Kehijakan Perseatase Persentase umen
Kebijakandan | dokume ~dan Panduan Tingkat Kualitas dok ban
Panduan pertanygungjaw oTeknis Operasional | Pergelol pertanggungj | BD
Teknis aba pelaksanaan | Penyelenggaraan Keuarqgan, Oana awa p1.00
Operasional | APBD yang Akuntansi Kategori Tetib | Kab. Transfer pelaksanaan | %
o |o|?% | o] penyetenggar | disusun tepat Pemerintak: Daerah Ngawi, 5 5 100 Urnum- AP yang ai
2 121¢ g | aanAkuntansi | waktu dan sesuai | yang disusun Ngawi, | 100% 100 % Dokume | Dokume | 100% % 160,758,000 150,758,000 Oana disusun te 113,400,060
3 Pemcrintah | sap Ketang n n Alokasi waktu don
Daerah 9 sesu SAP

Umum
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Pembi; P Jumiah Pelaksanaan Persentase umen
Akuntansi, dokume Sembinaan dan dok ban
Pelaporan pentanggungjaw | .SosialisasiTentang pertanggungj | BD
dan aba pelak Peny awa 21,00
Pertanggung) | APBDyang Laporan Keuangan pelaksanaan %
awab an disusun tepat PemerintahDaerah | Persentase Kab. Dana AP yang ab
olol? X Pemerintah waktu dan sesuai | Sesuai Sistem Tingkat Kualitas Ngawi, 100 LﬁZﬁ' disusun te
2 | 2|0 | | Xebupatenx | sap Akuntansi Pengelolaan Ngawi, | 100% 100% 3Kali 3 Kali 100 % % 151,368,000 151368000 | wakty dan 243,000,000
3 ola Pemerintah Keuangan, Ketang Alokasi sesu SAP
Kategori Tertib g Umura
o 0 2. Penunjann Urusan K gan P jaan Ki gan Daerah 405,479.634,500 415,430,910,433 485,700,000,0
2|2 | o4 00
Jlumlah desa yang
mendapatkan
SARPRAS
Jumiah desa yang
mendapatkan ADD
Jumiah desa yang
mendapatkan
Bantuan Keuangan
BINA MITRA
Jumlah Laporan 213 Desa | 213 Desa
Bantuan Keuangan 213desa | 213 desa
Analisis yong dizusun 9 Desa 9 Dosa
Perencanaan Persentase Jumizh peserta Persentase Xab 12 12 Fersentase
o 0 2 0 | dan Pengelclaan yang menggikuti Tingkat Kualitas Nga‘v.'i. laparan laporan 100 Pengelolaan 465.206,000.00
2 2 0 g Penyal Keuangan Bimtek Pengeloiaan Naawi 100 100 213 213 120 % % 325,478,409,000 395,478,409.000 | DBH CHT Keuangan 100 T ¢
4 nyaluran Daerah Kategori Sumiah RT Keuan gaeL Ora Ora Daerah
Bantuan y2ng 9?"’ . Ngawi "9 ng .
Keuangan Bk mendapatkan Kategori Tertib 5604 RT 5604 RT Kategori Baik
8amuan Keuangan 1212 1212
insentit RT Talwn Tahun
Jumiah RW yang 1% 1%
mendapatkan
Bantuan Keuzngan
Insentif RW
persentase belanja
un:san
umum (( dikurangi
transfer
Expenditures )
Pengelolaan Persentase Persentase Kab. Dana Persentase
2 Dana Daryrat | Pengelolaan Tingkat Kualitas Ngawi, . 10 Transfer Pengelolaan
g dan Keuangan .Pengelolaan Ngawi, Umum- Keuangan
21310 | 5] Mcndessk | pocosh xategor Jomidh SPIDY | yeuangun, Ketang | 100 100 Ookume | Dolume | 100% | 3% 12611630000 | 12562905933 | pana Deeray 100 11,500,000.000
4 Baik Kategori Tertib g n n Alokasi Kategoi Baik
Umum
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Persentase Jumlah SP20 yang Persentase Semua 10 10 Persentase
Pengelolaan diterbitkan Tingkat Kualitas Kab/Ko Dokume Ookume Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Persentase Jumiah Pengelolaan ta, n n PENDAP Keuangan
olo 2 3 | DanaBagi Daerah Kategon Bagi Hasil Kab/Kota | Keuangan, Semua 100 % 100 % 100 ATAN Daerah
2121° ° Hasil Baik dan Desa yang Kategori Tertib Kecam | 100 100 100 % % 7.389,595,500 7.389,595,500 | AsU Kategori Baik | 100 9,000,000,000
4 KabupatenyK dikelola atan, DAERAH
ota Semua (PAD)
Kelurah
an
oo 2 Pengelolaan Data dan Impk i Sistem Inf i Pemerintah Daerah Lingkup Kevangan Daeroh 0 9 28,000,000
21205
Implementasi Persentase Jumlah Persentase Kab. Persentase
dan Pengelolaan Pemeliharaanyang | Tingkat Kualitas Ngawi, Pengelolaan
Pemeliharaan | Keuangan dilaksanak Pengelol Ngawi, Keuangan
2 Sistem Daerah Kategori Keuangan, Ketang PENDAP Daerah
ol 0 9 | iiomast | Bak Kategon Tentib | gi 100 100 2k | 2kak wos [ 20 0 o | Fornere Kategon Baik | 109 28,000,000
Dacrah R
Bidang
Keuangan
Daerah
[ ] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 969,933,000 969,933,000 1,097.600,000
2|3 .
0clo}2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 969,933,000 969,933,000 1,097,600.000
2 3]0
Jumlah Koordinast Fersentase
Dengan SKPD Pengelolaan
Jumiah Pesenta Barang Milik
Bimbingan Teknis Daerah,
Pengelolaan EMD Kategori
yang «ilut.cankan . Tertib
Peny P Jumizh SkPDyang | Persentase Kab, 6 kali 6 kati Tromter
olo 2. 0 Petencanaan Pengetol, yampaikan Pengelolaan Nagawi, 47 47 Ora 106 Umum.-
2|3 ]9 |5 | Xetuwhen Barong Mitik PKBMD Barang Milik Ngas, | 100 100 Orng s sxpgg 100% % 234,716,000 24716000 | o 10 195,000,000
1 Barang Milik Daerah, Kategori | Jumizh SKPD yang Daerah (BMD) Ketang 475620 | o <KPD .
Daerah Teriib yampoik kategosi Tenib g 47 SKPD Urmm
usulan SSH
Jumiah daftar aset Persentase
tetup yang disusuni Pengelolaan
Jumizh Dokumen Barang Milik
masual uniuk 5 5 Doerah,
Persentase menyusun daftar Persentase Kab. Dokume | Dokume ?am 1 Kategori
oo |2 |o | renstausshas | pengelotaan aset tetap Pengelolaan Noawi, '1‘ : 100 ans et Teniib
21319 s | Barang Barang Mifik !mnlah inventasisasi Milik Ngawi, ! 100 100 Dokune | Ookume 100 % % 219,690,000 219,690,000 Dam 100 255,506,000
1 Mifik Daesah Doerah, Kategori | jenis BMD yang Daerah (BMD) Ketang n n Aokasi
Tentib dicatat kategori Tertib g 5 s Umum
. Laporan Laporan
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0]o ]2 0 | Peng P Jumiah dokumen Persentase Kab. 100 100 2 2 100 % 100 211,775.000 211,775,000 Dana Persentase 100 270,600,000
2|13 ]0o 7 { Barang Milik Pengelolaan asti kepemilikan Pengelolaan Ngawi, Dokume Dokume % Transfer Pengelolaan
1 Daerah Barang Milik BMD yang Barang Milik Ngawi, n n Umum- Barang Milik
Daerah, Kategoni | disimpan Daerah (BMD) Ketang 6 Kal 6 Kali Dana Daerah,
Tertib Jumizh Koordinasi kategori Tertib gi 4 4 Alokasi Kategori
dengan SKPD Laporan Laporan Umum Tertib
Jumiah laporan
hasid monitoring
dan evaluasi
pengamanan BMD
yang dilaksanakan
Jumiah dokumen
pengajuan usulan
pemanfaatan BMD
yang dilaksanakan
Jumiah dokumen
usulan
pemindahtanganan
yang dilaksanakan
Jumiah dokumen
usulan
W‘g’ﬁl’“ﬁﬂ)’”‘g
ditindalarguti
Jumiak: Koordinasi
5 R Oengan SKFD 2
Optimalisasi tumizh Publikasi Dokume
PenggGunaan,
yang ditaksanakar, 5 n
Pemanfaatan, N
P untuk Transparasi Dokume S Dana Persentase
i b I dan Pantisipasi Persentase Kab. n Dokume Transfer Pengelolaan
oo |2 |2]®™ Pengelolaan Publik Pengelolaan Nawl 30 100 Unmum- Barang Mk
0 ) Barang Milik . Barang Milik Ngawi, | 100 100 o 100% 173,541,000 173,541,000 rang Mil 100 251,500,000
2|3 1 0 Per .| Jumizh 5K Dokume | 30 % Dana Oaerah,
usrahan, Ozerah, Kategoni Penetapan Status Daerah (EMD) Ketang . .
dan Tertib Kategori Tentib | gi n Dokume Aokasi Kategori
Penggunaan yang 6 Xali n Umum Tertib
Penghapusan N :
disusun 3Kah 6 Kali
Barang Mifik
Daerah 3 Kafi

47 sK
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Jumiah Dokumen
Nilai Aset yang
disusun
Jumiah Keordinasi
Dengan SKPD
Jumiah
Rekonsitiasi Rekonsiliasar 5 5 Dana Persentase
5 dalam rngka Peuseﬁtasen Inventarisasi Aset Petsenla:; kab. Dokume | Dokume Transfer Pengelolaan
0 o |2 |1 | Penyusunan | Pengelolaa tahunan yang bengelotaan Ngawi n n 100 Umum. Barang Mikik
213 (] 1 | Barang Milik dilaksanakan Barang Milik Ngawi, | 100 1¢0 6 Kali 6 Kali 100 % % 130,211,000 139,211,000 D Daerah, 100 125.,000.000
1 - Daerah, Kategori |y, iah Rekonsitiasi | O3erah (EMD) Ketang " . " .
Barang Milik Testib umiah Rexonsiliasi kategosi Tertib | 4 Kali 4 Kali Alokasi Kategori
Doerah yang dilaksanakan egon fert ¢ aKali 4 Kali Umum Tertib
0]o PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1,915,783,150 1.915,783,150 2,244,400,000
214
0o |2 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1,915,783.150 1,915,783,150 2.244,400,000
2140
Persentase PAD Jumiah Facilitasi Persenase Persentase
terhadap APBD dan koordinasi Tingkat Kualitas PAD
Persentase kegiatan Pengelotaan terhadap
Pengelolaan Perencanaan Keuvangan, b APBD
Pendapatan Pendapatan Kategori Saik Kab. rana for Persentase
2 Perencanaan Doerah Jumiah Ngawi, . Pengelolaon |
2190 |2 pengeloisan pendamgingan Ngawi | B | B® ol e IFC TR o 36,410,000 36410000 | D™ Pendapatan | 5% 76,200000 |
1 | * | pajakdeerah Aplikosi PBB dan Ketang ! 3t e Derah 100
BPHTB yang di g A. Si
fxkssnakan Umum
Analisa dan Persentase PAD Jjprmlak koordinasi Persentase Persentase
Pengembang | terhadap APBD tentang Tingkat Kualitas PAD
an Pajak Persenizse pengembangan Pengetolaan teshadap
Daerah sena Pengelolaan daerah yang Keuangan, Do AFBD
Peny Pendap dilaksankan Kategori B3k | Kab. Transter persemase
2 Kebijakan Doerzh Jumiah Bimtek Ngawi, . " Pengelolaan
0 . . -
0 o | 2| PejskDoedin Pengelotaan Pajak Ngawi, | 3% 5% 3 Kali 3 Kali 100% 100 29,269,000 29.269.000 | Umum Pendapatan | 35% 77,000,000
214 1 2 yang Ketang 100 100 1Kah 1 Kali % Dana Daerah 100
.
dise! raka i Aokati
enggarkan g Umum
Persentase PAD Jumiah Obyek Pajak | Persentase 1500 1500 Persentase
teshadap APBD Daerah yang di Tingiat Kualitas Obyek Obyek PAD
Persentase data dan di Pengelolaan Pajak Pajak Dana terhadap
) z:’am Pengelotaan daftarkan Keuangan, Xab. 1000 1000 Transfer APBD
olo 0 Pendapatan Jumish Potensi Kategori Baik Rgawi | oo 95% Wajib Wajib 100 Umum- Persentase 95 %
2]a l: S Mf:::kn Daerah wajib pajak daersh Ngawi, 100 100 Pajak Pajak 100 % % 14,460,000 14,460,000 Dana Pengelolaan 100 91,000,000
Ob’e"h yang di survey Ketang Alokasi Pendapatan
Daeral 9
Umum Daerah
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Persentase PAD Jumish monitaring Persentase Persentase
terhadap APBD pendapatan daerah | Tingkat Kualitas PAD
Persentase dan PBB yang Pengelolaan terhadap
Pengelotaan diaksanakan Keuangan, APBD
Pengolah Pendap Jumish Kategori Baik Dana Persentase
2 Pemelihoraan, | Daersh mm; objek ﬁm Transfer ::39"":‘"‘
0 0 | dan aeran yang . 95% 95% 12 Kali 12 Kali 100 Umum- apatan 95 %
2 ‘1’ 6 | petsporan diaksanakan i | 100 100 2Kkl | 12k | 10% % 12340000 12340000 ¢ pona Daerzh 100 16,300,000
Basis Data N "9 Alokasi
Pajak Daerah g Umum
Jumiah aplikasi
pajak daerah yang
dipefihara
Jumiah DHKP, SPPT
dan SXPD
yang dicetak
Jumlah himbauan
pajk yang di cetak
Jumilzh objek pajak 3 3
yang ditetaplan Apikasi | Aptikasi
wopnp | R 652460 | re52460 bana penentase
terhadap APBD mmaw” Ilb Persertase Kab. Lemba Lemba Transfer terhadap
° 2} o | Penetapan ase netepan Waj Tingkat Kuafitas | Ngawi, | .o % 9% 10000 10000 4 100 . Unnum- AP8D 5%
2 0 | g | waibpaax Persent e Papk Daershyang | pengaiotasn Ngawi, | o 100 Lembar | tembar | 100% % 1,150,010,150 1150010150 | o7 - 100 996,700,000
1 Daerch mb n ditaksanakan Keuangan, Ketang | ! eis71s0 | ers7s0 | ¢ m Persentase
palan Jumiah SPPT dan Kategeri Baik gi op op Alokasi Pengelolaan
Daerah SKPD yang dicetak 2Kah 2Kal Umum Pendapatan
652400 | 652400 Daerah
Persentase PAD Persentase 5% 95% Persentase 95 %
terhadap APBD Tingkat Kualitas 100 100 PAD 100
Petayanan Parsentase Pengelolaan Kab. g‘:’ ster terhadap
° 2 ol dan Pengelolaan Jumiah konsultasi Keuangan, Ngavri, 100 Umum. APBD
0 . Pendapatan pajak daerah yang Kategoni Baik Ngawi, 4 Xali 4 Kali 100 % 4,064,000 4,064,000 Persentase 44,800,000
2 1 9 | Konsuttasi Daerzh Eakeanion Ketang % Dana Pengelolaan
Pajok Daerah g Alokasi Pendapatan
- Umum Daerah
Peneiitiandan | Persentase PAD Persertase Deviasi Persentase 5% 95 % Fersentase 95 %
Verifikasi Data | terhadap APBD reahisasi PAD thd Tingkat Kualitas 100 1C0 PAD 100
Pelaporan Persentase anggaran PAD Pengelolaan Kab, ;)ana 4 terhadap
o 2 |, | PaiskDoerh | Pengelolaan dalamn APED yang Keuangan, Noawi, 100 u'::: APBD
2 0 ° Pendapatan disusun tepat Kategori Baik Ngawi, 086 % 086 % 100 % by 77,365,000 77,365,000 Dana Persentase 86,200,000
1 Daerzh waktu Ketang . Pengelolaan
g ‘uum"hsum' Pendapatan

Daerah
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Persentase PAD Jumizh Kegiatan Perseniase 95% 95% Persentase 95 %
terhadap APBD intensifikasi / Tingkat Kualitas 100 100 PAD 100
Persentase penagihan Pajak Pengelolaan Kab. TD:: . terhadap
0 2 |1 | penagihan Pengelolaan daersh Keuangan, Ngawi, 100 Umu”: APBD
2 oI, Pajak Daerah Pendapatan dilaksanakan Kategori Baik Ngawi, 240Kzl | 240Kali | 200% by 147,098,000 147.098000 | Persentase 166,200.000
1 Daerah Ketang Alokasi Pengeiolaan
gi Urmum Pendapatan
Daerah
Jumiah dokumen Persentase
Reafisasi PBB yang PAD
i publikasikan ci terhadap
wabsite APBD
Jumiah Laporan Persentase
Hasil Monitosing Pengelolaan
o dais Evaluasi yang Pendapatan
: ersentase PAD dilak y o 1 1 Dana Daerah
Pengendafan. | \ohodapAPBD | fumish Publikasi | 1" kab. Dokume | Dokume Transler
0 2 1 Pemeriksaan Persentase g Tingkat Kualitas Ngawi, a5% o5 % 100 U X 95 %
2 0 | .| dem yang diladsanakan | pergelotaan Ngawi, " ° 100 % 444,767,000 144,767,000 | D™ 690,000,000
1 3 Pengawasan Pengelolaan untuk Transparasi Keuangan, Ketang 100 100 12 12 % Dana 100
Pajak Daerzh Pendapatan dan Partisipasi Kategori Baik gl taporan | Llaporan Alokasi
Daerah Publik 5 Kal S Kal Umum
TOTAL 422,109,930.479 434,061,206.412 513,686.024,58%
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BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja PD)
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut tahapan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 dan sesuai
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan
tersusunnya perubahan rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang
dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu
persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang
direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal. Catatan penting yang perlu
mendapat perhatian yaitu :

1. Apabila dalam proses perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan
terjadi perubahan disebabkan adanya peraturan/kebijakan baru atau
adanya kebutuhan dan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka
akan diusulkan kembali melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

2. Perubahan Renja berpedoman terhadap Perubahan RKPD Tahun Anggaran
2022

Berdasarkan catatan penting tersebut perlu dirumuskan rencana tindak lanjut
sebagai berikut :

3. Perlunya menyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran yaitu dengan merubah target indikator serta aliran kas

4. Mencermati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja untuk penyusunan

Renja tahun berikutnya.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten
Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan
yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya

good governance.

BUPARINGAWI,




